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KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik
dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat,
dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan
pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen
perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk
dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 — 2026, sedangkan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan

penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 menggambarkan program dan kegiatan serta
anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai acuan dalam
menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Dokumen Rencana
Kerja (Renja) ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama satu tahun kedepan.
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1.1.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD, Renja Provinsi dan Renja K/L, serta merupakan bagian dari rangkaian
kegiatan penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah
berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu

kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati
Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi
pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan,
mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan
Nasional serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan
mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang
selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi
Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi
pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis,

partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan DPMD
yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan.
Selanjutnya secara teknis operasional disusun Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang merupakan penjabaran teknis dan
anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
(RKA SKPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Anggaran
dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang
memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang
sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga
masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan

martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen
perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada RKPD
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dan Program Strategis Nasional Tahun 2023
yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam
menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman
dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.
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1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender
Dalam Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 — 2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Mojokerto Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan
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Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai arah dan pedoman
bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam
bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran,
sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan
pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto
sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan
perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara
terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi

pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan
BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Renja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta Proses
Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan
Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Rencana Hevja (Renja) 6
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BAB Il HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu

tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Rumusan dalam bab ini berisi penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam RPJMD.
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan mengenai penelaahan yang menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran berdasarkan atas isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
» Jumlah program dan kegiatan.
» Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.
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BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci

menurut sumber pendanaannnya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif.

BAB V PENUTUP
Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

» catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandaianya ketersediaan anggaran
tidak sesuai kebutuhan,

Kaidah-kaidah pelaksanaan,

> Rencana tindak lanjut.
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BAB I

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat
Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan
Renja Perangkat Daerah ini kamikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang
tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”

Sedangkan untuk capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sampai dengan tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik.
Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana
tabel 2.1 berikut :
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Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto
Periode Pelaksanaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

Indikator Target Realisasi Target Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan 1| o Realisasi Tingkat .
L Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Unit
Kinerja Renstra - dan Anggaran : N o
Kinerja . Capaian Kinerja Anggaran Kinerja dan PD
Program(Out Perangkat Renja PD NP
. Renstra dan Anggaran Renstra PD s/d Realisasi Pena
N s Program/Kegiatan/ come)/ Daerah Pada PD . Tahun Reni Tahun 2021 A
o] asaran Sub Kegiatan Kegiatan Tahun 2021 sampal Berjalan enja anun hggaran hagu
‘ 9 9 - dengan ! I I mn v Perangkat (akhir tahun Renstra ng
(Output)/Sub (Akhir . (Tahun n- .
- - Renja PD Daerah yang di pelaksanaan PD s/d Jawa
Kegiatan Periode h 1/2021) yang luasi . h h b
(Output) Renstra PD) Tahun di Evallasi Evaluasi Renja PD tahun Tahun
2020 (n-1) 2021) 2021 (%)
12 = 14=
5 6 7 8 9 10 11 13=6+12
1 2 3 4 8+9+10+11 13/5x100% 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Mening
katnya PROGRAM
| | petayan | FENINOANG 5,777, 5,401,3 882,963 1,565,32 1,061,11 1,1017 4,701,1 4,701,1 81.3 | DPM
an 62,313 38,313 ,624 2,592 9,729 10,506 16,451 16,451 7% D
kesekre | PEMERINTAHAN
tariatan | DAERAH
Dinas Persentase
Pember Indikator
'c\j/layaan Program
asyar Dinas 11
akat Pemberday | 90 90 70 80 94 1505' 1505' 102,5 3.9
dan aan % % % % % 9 o 8 % 8
Desa Masyarakat 0 0 %
dan Desa
yang
tercapai
Jumlah
Dokumen
Perencanaan, Eedr::canaa 13 13 & 3 3 4 12
VRtRE Evaluasi 9o 1 40,000, do 1 20,000, | P° | 39140 | Dok | 183830 | D | 547925 | Dok | 7,5260 | Dok | 18757, | (12 | 18757, | 10 | 468 | DPM
Kineria Peranakat Kinerja me 000 me 000 me 00 um 0 me 0| um 00 | ume 550 - 550 | 0% 9% D
! 9 Perangkat en en n
Daerah n n n n
Daerah
yang
tersusun
Rencana Hevja (Rernja) 10

DIND Hatupaten Majoficrte Tatiun 2023




Jumlah
Penyusunan g?el;usrt?:rlian D30 D30 L Dlo L 3 3
Dokumen Renia ku 20,000, ku 10,000, Dok 1,838,30 Ku 315300 Dok 4,986,0 | Dok | 9,977,3 Doku 9,977,3 | 10 49.8 | DPM
Perencanaan ! 000 000 - - | ume 0 ' ' ume 00 | ume 00 00 | 0% 9% D
Perangkat me me me 0 men
Perangkat Daerah n n n
Daerah yang n n n
tersusun
Jumlah
Dokumen (]jg (112 DS;) 3 D?) 1 10 10
Evaluasi Kinerja Evaluasi Ku 20,000, ol ku 10,000, Ku 3.9140 Dok 0 Ku 2,326,25 | Dok 2,540,0 Dok 8,780,2 Doku 8,780,2 10 439 | DPM
Perangkat Daerah Perangkat 000 000 e ume 0 | ume 00 | ume 50 50 | 0% 0% D
me me me 00 me men
Daerah yang n n n
n n n n
tersusun
Persentase
Realisasi
Anggaran
Dinas 97
Pemberday 90 90 8,8 20.2 87,6 87,6 87,65 4’
aan % % 5 X 5% 5% %
3% %
Masyarakat %
dan Desa
yang
tercapai
Jumlah
Dokumen
P T Pelaksanaan | 17 17 8 8 8 8 17 17
Keuangan Anggaran lap | 4,994,1 0 lap | 4,837,9 | lap | 798,883 | lap 1,463,48 | lap | 978,288, | lap 959,421 lano 4,200,0 lapor 4,200,0 | 10 84.1 | DPM
g dan laporan or 29,353 or 05,353 | or ,212 | ora 1,522 | ora 714 | ora 571 P 75,019 P 75,019 | 0% 0% D
Perangkat Daerah K ran an
euangan an an an n n n
yang
tersusun
Jumlah
Penyediaan Gaji waktu 14 14 3 4 4 3 14
dan)'ll'un'an anJ penyediaan bul 4,954,1 o | bul 4,802,9 Bul | 790427 Bul 1,458,51 Bul 971,922, Bula 951,139 bula 4,172,0 14 4,172,0 10 84.2 | DPM
jang gaiji dan 29,353 05,353 ’ 7,122 414 521 06,969 | bulan | 06,969 | 0% | 1% | D
ASN . an an an ,912 an an n n
tunjangan
ASN
Jumlah
Penyediaan Zgnm)ﬁgta::gu 7 7 8 3 3 3 17 17
Administrasi Pelaksanaan lap | 40,000, 0 lap 35,000, | lap 84553 | lano 4,964,40 | lap 6,366,30 lano 8,282,0 lanor 28,068, lanor 28,068, 10 70.1 | DPM
Pelaksanaan Tugas ora 000 ora 000 | ora | &% p 0| ora 0| '@ 50 | ‘@P 050 | '@ 050 | 0% | 7% | D
Tugas ASN 00 | ran ran an an
ASN n n n n
yang
tercukupi

Rencana Hevja (Rernja) 11
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Indeks 10
Profesionali Z/f Z/? 7;;6 7;;6 73(;6 4,7
tas ASN %
Jumlah
Dokumen 6 6 2 1 1 2 6
Administrasi ketatausaha | Do Do Do Do 6
Umum Perangkat n dan ku | 244,60 0| ku | 221,131 | ku | 24,914, B?nk 28,258,9 ku 22,532,7 3?nk 107,224 En‘ike 182,93 Doku 132633 (;Lo(/)o 73;)/70 DEM
Daerah kepegawaia | me | 0,000 me | ,840 me | 900 en 80 me | 40 en ,070 4 0,690 men ’
n yang n n n n
tersedia
Jumlah
Penyediaan penyediaan 4 4 4 4
Peralatan dan Peralatan ien 50,000, o | ien 75,000, 0 o | Jeni 72,427, Jeni 72,427, 4 72,427, | 10 144. | DPM
Perlengkapan dan ‘i 000 ‘i 000 | - - - - 500 500 | Jenis 500 | 0% | 86% | D
Kantor Perlengkapa s s s s
n Kantor
Jumlah
waktu
penyediaan
Penyediaan Bahan dM;]ka“a” 22 | 36,000, ol 21 36000, | 3| coco0 | b | 780000 | 3 | 500000 |, 3 | 14350 | 12 | 36000, | 12 | 36000, | 10 | 100. | DPM
Logistik Kantor . 000 000 ! ! 0 0 000 000 | bulan 000 | 0% | 00% D
Minuman an an an 00 n an n n
dalam
Pelaksanaan
Kegiatan
Jumlah
waktu
Penyediaan Barang | penyediaan | 12 | 4, 4 12\ 30000, | .3 3 1 500000 | 3 | 30200/, 2 | 2081,7| 2 | 14288 12 | 14,288, | 10 | 47.6 | DPM
Cetakan dan Barang bul 000 0 | bul 000 bul | 4,178,0 | bula 0 bul 0 bula 0 bula 750 | bulan 750 | 0% 3% D
Penggandaan Cetakandan | an an an 00 n an n n
Penggandaa
n
Penyediaan Bahan Jumlah
Bacaan dan waktu
Peraturan penyediaan 12 12 3 3 3 3 12
Perundang- Bahan bul 3,600,0 o | bul 4,300,0 bul | 1.0500 | bula 1,050,00 bul 1,050,00 bula 1,050,0 bula 4,200,0 12 4,200,0 | 10 116. | DPM
Undangan Bacaan dan 00 00 B 0 0 00 00 | bulan 00 | 0% | 67% D
an an an 00 n an n n
Peraturan
Perundang
Undangan
Penyediaan Jumlah
Bahan/material waktu 12 12 3 3 3 3 12
. 25,000, 25,000, 4,359,98 4,322,74 2,904,8 15,359, 12 15,359, 10 61.4 | DPM
penyedl_aan bul 000 0 | bul 000 bul 3,771,9 | bula 0 bul 0 bula 20 bula 440 | bulan 240 | 0% 2% D
Alat Tulis an an an 00 n an n n
Kantor
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Jumlah
waktu
penyediaan
Penyelenggaraan perjalanan 12 12 3 3 3 3 12
Rapat Koordinasi dinas untuk bul 100,00 o | bul 50,831, bul 70650 | bula 10,040,0 bul 9,140,00 bula 14,410, bula 40,655, 12 40,655, 10 40.6 | DPM
dan Konsultasi Kelancaran 0,000 840 B 00 0 000 000 | bulan 000 | 0% 6% D
an an an 00 n an n n
SKPD Pelaksanaan
Tugas
Koordinasi /
Rapat rapat
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan 2 2 2 2 2 2
Pemerintah jen | 118,83 0 | jen | 123,301 | jen | 27,706, | jeni | 31,083,0 | jen | 29,9854 | jeni | 31,112, .eﬁis 119,88 .eﬁis 1%97'32 0109 égg' DEM
Daerah is | 2,960 is | ,120 is | 412 s |40 is | 75 s | 795 ! 7722 |! ’ 0 0
Jumlah
Penyediaan Jasa wakiu
Komunikasi, gzg;’ed'aa” 22 | 9,500,0 ol 2] 95000 | 3| aces | pon | 188080 | 3 | 1o0027 || 3 | 19105 | 12 | 7569 | 12 | 75469 | 10 | 79.4 | DPM
Sumber Daya Air . 00 00 T 0 5 55 22 | bulan 22 | 0% 4% D
S Komunikasi, an an an 92 n an n n
dan Listrik . )
air Bersih
dan Listrik
EZ{E’?}'Z?”U‘KE; 109,33 0 113,801 05 851 29,202,2 28,085,2 29,202, 112,34 112,34 102. | DPM
y 2,960 ,120 ! ! 40 00 240 0,800 0,800 75% D
Kantor 120
Rincian :
Penyediaan Jumlah
Y tenaga 7 7 7 7 7 7 7
Jasa 0" . 7 50
- . Administrasi ora ora ora ora ora oran oran
Administrasi Kantor yang ng ng ng ng ng g g orang %
Keuangan tersedia
: Jumlah
Penyediaan | o o0a 1 1 1 1 1 1 1
Jasa . 1 55
. kebersihan ora ora ora ora ora oran oran
Kebersihan K orang 0%
Kantor antor yang ng ng ng ng ng g g
tersedia
Pemeliharaan
Barang Milik 3 3 2 2 2 2 3
Daerah Penunjang Je 380,00 ol Je 199,000 Je 27,545, Jeni 40,660,7 Jen 24,833,5 Jeni 86,426, Jeni 179,46 3 179,46 | 10 47.2 | DPM
Urusan s 0,000 nis 000 | o 100 | 7 50 | i 50 | V3 070 | 3 5,470 | Jenis 5470 | 0% | 3% | D
Pemerintahan
Daerah
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan, 18,644,0 18,405,5 54,654, 113,90 113,90 10 87.6 | DPM
Pajak dan Perizinan (])'300680 0 163030’000 22'250046 00 00 237 8,237 8,237 | 0% 2% D
Kendaraan Dinas ’ '
Operasional atau
Lapangan
Rincian :
Pembayaran
Pajak dan Jumlah tz t; k:ia 5 8
Perizinan Pembayaran nd nd nd ken kend 8
Kendaraan STNK dan ara ara ara dar araa kend 46
Dinas Pajak an an an aan n araan %
Operasional Kendaraan ; ; 3 dina dina dinas
) din din din
atau Dinas S S
as as as
Lapangan
Jumlah
Penyediaan waktu
jasa penyediaan
. . 12 12 3 3 3 3 12
pemeliharaa | pemeliharaa | | | bul bul bula bul bula bula 12 50
n n an an an n an n n bulan %
Kendaraan Kendaraan
Dinas atau Dinas atau
Operasional Operasional
Jumlah
waktu
. penyediaan
Pemeliharaan . 12 12 3 3 3 3 12
Peralatan dan pemeliharaa bul | 20,000, 0 | bul | 20,000, bul | 4,060,0 | bula 4,060,00 bul 4,060,00 bula 7,390,0 bula 19,570, 12 19,570, | 50 97.8 | DPM
. . n Peralatan 0 0 00 000 | bulan 000 % 5% D
Mesin Lainnya dan an | 000 an | 000 an 00 n an n n
Perlengkapa
n Kantor
Jumlah
waktu
Pemeliharaan/Reha | penyediaan 12 12 3 3 3 3 12
Egﬁi'rﬁzﬁung geg;gzgraa bul | 230,00 0 | bul | 46,000, | bul | 1,280,6 | bula 17'9565’,3 bul 2'368'08 bula 24'38831?; bula 45’92837,0; bllin 45'92837?; E/O 13;;’ D'ED)M
, an | 0,000 an | 000 an 00 | n an n n u 0 0
Bangunan Lainnya dan
Prasarana
Kantor
Rencana Hevja (Rernja) 14
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Persentase
desa yang
menerapkan
perencanaa

n dan o | 250,00 0| o) | 420518 | 10 | 91375 | %0 | 160827 | OO | 580825 | %00 | 38351 9O J0163 | O | AOLES| D5 ) 260 | DPM
pengelolaan 0,000 ,115 00 12 00 ! 8,700 ’
pembangun
an secara
partisipatif
Jumlah

Penyelengg 1 1
araan Ke Ke Ke Keg Ke Keg 1 1
Penataan gia | 250,00 0 | gia | 420,518 . 9,1375 | . 16,082,7 . 58,082,5 | . 318,335 | Kegi | 401,63 Kegi
desa yang ta | 0,000 ta | ,115 gia Lo gia e

00 12 00 ,988 atan | 8,700 atan
; tan n tan n

dilaksanaka n n

n

Jumlah
Fasilitasi
Penyelengga
Fasilitast Sarana ;\?:rr:uTnglgal Kle Kle Kle Kég 16,082,7 Kle 58,0825 | L | 318335 | 1 40163 | L
dan Prasarana ) 250,00 0 ] 420,518 ) 9,137,5 | . B . ' ! Kegi ’ Kegi ) Kegia
Desa II\D/I:sr;r;lbangun tga:? 0,000 tgalxﬁ 115 gia 00 iata 12 | giat 00 atan ,988 atan 8,700 tan

tan n an
(TMMD)
yang
dilaksanakan
Persentase
desa yang
menerapkan
perencanaa

PROGRAM
PENATAAN DESA

Penyelenggaraan
Penataan desa

401,63 | 10 160. | DPM
8,700 | 0% | 66% D

401,63 | 10 160. | DPM
8,700 | 0% | 66% D

PROGRAM

PENINGKATAN 90 90 70 86 95 98.6 | 128,243 | 98.6 98.6 230,83 95 79.6 | DPM

KERJASAMA n dan % 290,00 0 % 257,474 % ) % 70,649,9 % 31,940,8 % 150 % 230,83 % 3,086 % 0% D
pengelolaan 0,000 ,000 50 86 3,986

DESA

pembangun

an secara

partisipatif

Jumlah

Fasilitasi 13 13

Kerja sama Ke Ke &:; Kls &:; Kls 13 13

Antar Desa | gia | 290,00 0 | gia | 257,474 9 1 70,649,9 31,940,8 | "“°9 | 128243 | Kegi | 230,83 | Kegi

iata
yang ta | 0,000 ta | ,000

gia | - 1ata | g gia | gg 150 atan | 3,986 | atan
‘ tan n tan n

dilaksanaka n n

n

Fasilitasi Kerja
sama antar Desa

230,83 | 10 79.6 | DPM
3,986 | 0% 0% D

Fasilitasi Kerja
sama Antar 56,249,9 17,004,6 13 94,688, 13 167,94 13 167,94 78.1 | DPM
Desa dalam 215,00 0 191,909 - 50 - 36 | Kec 150 Kec 2,736 Kec 2,736 1% D

Kabupaten/Kota

0,000 ,000
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Rincian :
. Jumlah
Pembinaan Pembinaan
dan dan
Pembentuka Monitoring
n 13 13 13 13
Program 7 13 13 13 10
BUMDE.SMA PNPM Ke - Ke Ke - | Kec .| Ke Kec Kec - Kec 0%
dari Hasil . c c c c
Mandiri
PNPM Perdesaan
Mandiri yang
Perdesaan dilaksanakan
Jumlah UPK
PPK Mandiri
yang
Pembinaan mendapat
Pengelolaan | pembinaaan 11 11 11 2 11 11 11 11 10
Keuangan Pengelola Ke ) Ke Ke - | kec | Ke Kec Kec ) Kec 0%
UPK PPK Keuangan, c c c [+ 0
Mandiri Fasilitasi,
Koordinasi
dan
Monitoring
1 1
Jumlah Ka Ka 1 1 1 1
I fasilitasi wa wa Kaw Ka Kaw 1
Fasilitasi embentuka sa sa asa wa asa Kaw Kawa
Pembangunan P 14,400,0 14,936,2 33,555, | asan | 62,891, 62,891, | 10 83.8 | DPM
n dan n 75,000, n 65,565, n san n san
Kawasan b - - 00 50 d 000 | perd 250 d 250 | 0% 6% D
Perdesaan pengembang | per | 000 per | 000 per per per esaa perde
an Kawasan de de des des esa n saan
Perdesaan sa sa aan aan an
an an
Persentase
PROGRAM aparatur
ADMINISTRASI pemerintah 80 80 39 71.6 71. 71.6 2,333,6 | 71.6 71.6 7,692,2 | 90 83.6 | DPM
9,200,0 8,781,4 473,050 3,055,77 1,829,78 T 7,692,2 o
9 ,200, 9 , 781, 9 ; @ ,095, @ ,829, 9 3 ,692, @ 9 9
PEMERINTAHAN an desa % 00,000 % 99,250 % 650 % 3375 6% 6.666 % 42,022 % 52,713 % 52,713 % 1% D
DESA yang
terlatih
Rencana Hevja (Rernja) 16
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Jumlah
Desa yang
mendapat
Pembinaan dan Z:rr]nblnaan
Pengawasan 29 29 29
Pengawasa 299 299 299 299
R e > | 92000 > | 87814 | 5 | 473,050 | Des | 305577 | De | 1,829,78 | Des | 2,3336 | Des | 76922 | oo | L9922 | 10 | 836 DPM
. Penyelengg 00,000 99,250 ,650 a 3,375 sa 6,666 a 42,022 a 52,713 !
Pemerintahan S sa sa sa
DEEE) Administras
i
Pemerintah
an Desa
Fasilitasi Jumlah
Penyelenggaraa | aparatur
n Administrasi desa yang 29 29 29
Pemerintahan | mendapatka | 9 9 9 299 | g 897,00 | 29 299 1 34540 | 299 | 95574, | 209 | 95574, | 10 | 955 | DPM
h 100,00 100,000 85,253, | Des De 0 | Des Des
Desa n pelatihan De 0.000 De 000 De 350 a 0 sa a 00 a 350 | Desa 350 | 0% 7% D
manajemen sa ' sa |’ sa
Pemerintaha
n Desa
Fasilitasi Jumlah desa
Penyusunan yang
Perencanaan mendapatka
Pembangunan n o 29 29 209 209 209
Desa assesibilitas 9 200.00 9 197 390 o | pe 187,991, Des 5,910,0 Des 193,90 299 193,90 96.9 | DPM
dalam De X De . - - - 100 00 1,100 | Desa 1,100 5% D
0,000 ,000 sa a a
perencanaan | sa sa
partisipatif
pembanguna
n desa
Fasilitasi 299 299
Pengelolaan 600,00 620,680 292,562 88’66862 24'9585 Des 179'223 Des 5251'22 ggja 52513; 9;;5 DEM
Keuangan Desa 0,000 ,000 ,200 a ' a ' ’ °
Rincian :
Jumlah Desa
yang
Pendamping | mendapatka 29 29
an n 9 | 90,000, 9 0 o 299 239 299 o | 10
Penyusunan pendamping De 000 De a a Desa 0%
APB Desa an dalam sa sa
penyusunan
APB Desa
Rencana Hevja (Rernja) 17
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Jumlah Desa
yang
Fasilitasi/Pe terfasilitasi 29 29 29 299 209
ndampingan | dalam 9 135,00 9 7 Des 299 Des 299 0 10
Alokasi Dana | proses De 0,000 De De De - Desa 0%
a a
Desa (ADD) penggunaan sa sa sa sa
Alokasi Dana
Desa (ADD)
Jumlah Desa
yang
Fasilitasi terfasilitasi 29 29 299 299
Pendamping | dalam 9 150,00 9 0 Des 299 Des 299 0 10
an Dana proses De 0,000 De De - Desa 0%
a a
Desa (DD) penggunaan sa sa sa
Dana Desa
(DD)
Jumlah
pengelola
. keuangan
Bimtek 29 29 29
Pengelolaan ﬂ]e;:dg%g?ka 9 | 13500 9 9 522 299 Szg 299 0| 10
Keuangan h De 0,000 De De De - Desa 0%
Desa n pelatihan sa sa sa a sa a
pengelolaan
keuangan
desa
Jumlah Desa
Fasilitasi yang 29 29
Bagi Hasil | terfasilitasi 9 | 90,000, 9 0 299 299 299 299 0| 10
Pajak dan Bagi Hasil De 000 De De - Desa 0%
o : a a
Retribusi Pajak dan sa sa sa
Retribusi
Jumlah
Pembinaan aparatur
Peningkatan desa yang 29 29 209 299
Kapasitas mendapatka 9 140.00 0 9 130.752 0 4,769,50 Des 106,199 Des 110,96 299 110,96 | 10 79.2 | DPM
Aparatur n pelatihan De 0 060 De 200’ - - 0 a ,400 a 8,900 | Desa 8,900 | 0% 6% D
Pemerintah manajemen sa ' sa |’
Desa Pemerintaha
] n Desa
Pembinaan dan
Pemberdayaan
BUM Desa dan 59,725,0 66,544,3 146,390 302,79 302,79 126. | DPM
. 240,00 0 344,185 30,135, e B ’ . .
Lembaga Kerja 0,000 700 600 00 00 , 750 5,650 5,650 16% D
sama antar
Desa
Rincian :
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Jumlah Desa
; yang
Zsr;c;?]mplng mendapatka
Fasilitasi n 75 21 150 31 30 232 232 10
Pembinaan De De des De Des Des 1,3
Pengemban e Desa
gan dan Fasilitasi sa sa a sa a a %
Pengemban
BUMDesa gan
BUMDesa
Jumlah
Pengurus 10
Pelatihan BUMDesa 0 100 100 100
Ketrampilan yang pe Pen Pen 10
. Peng
Manajemen mendapat ng - - guru guru Urus 0%
BUMDesa pelatihan uru s s
manajemen S
BUMDesa
Fasilitasi Jumlah desa
Pengangkatan yang 14 14
dan terfasilitasi 54 41 30 149
Pemberhentian dalam Dge 100,00 0 Dge 75,130, De 21,227, | Des 18'5535’8 14’729!_;8 Des 18’726580’ Des 73’257096 D:Lei?al 73'257096 (;LO(/) 730/2 DEM
Perangkat Desa | pengisian <s | 0,000 < | 000 sa 750 | a a a 0 0
Perangkat
Desa
Jumlah Dat. 30 30
Fasilitasi ot | 4 4 de bes | 35,8000 | be | 525000 | Dos | 67500 | 3% | ssasa, | 3% | ssasa, | 10 | 735 | oPM
Penyusunan desa/kel de | 75,000, 0 | de | 68,107, 7,352,7 ! ! ' ' ' . desa ’ | desal ! ! )
! sa/ a/K 00 | sa/ 0| akK 00 750 750 | 0% 4% D
Profil Desa yang sa/ | 000 sa/ | 000 kel 50 ol Kel el kel kel
terupdate kel kel
S 29 29
Fasilitasi
9 9 171,351 171,35 171,35 85.6 | DPM
Pengelolaan De 200,00 0 De 181,395 ) ) 0 0 ‘698 1,698 1.698 8% D
Aset Desa 0,000 ,000
sa sa
Rincian :
Jumlah desa
S yang 29 29
Fasilitasi terfasilitasi 9 9 299 299 299 10
Pengelolaan Des Des
dalam De De - - Desa 0%
Aset Desa a a
pengelolaan sa sa
asetnya
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Jumlah BPD
yang
ﬁimgénkftlgn nmggfi?ﬂfﬁa 299 10000 o 1o5 60020 ézi 76,7318 660000 ézz 9,500,0 é‘r’ez 86,911, | 155 | 86,911, | 56 | 86.9 | DPM
Kapasitas dalam De 00(50 De 606 ' - - a 00 ' a 00 a 800 | Desa 800 | % 1% D
Anggota BPD bidang sa ' sa
pemerintaha
n desa
Jumlah
Pelaksanaan saer;])ala Desa
E?L:]sue?r?}iag\]/vena Perangkat 29 29 29
Desa yang 299 299 299 299
ngan terfasilitasi 9 6.500 0 0 9 6.5000 9 12811 | Des 2,564,36 De 1,486,86 Des 1,496,2 Des 5,560,2 299 5,560,2 | 10 85.5 | DPM
,900, ,900, ,811, o o
>Ii:llr:)glljpaten/Kota dalam 2: 00,000 Izg 00,000 IZ;: 500 a 1,169 sa 2,334 a 49,224 a 84,227 | Desa 84,227 | 0% 4% D
Dilaksanakan pelayanan
Kesehatan
oleh Desa h
(Asuransi
BPJS)
Fasilitasi 30
Evaluasi
4
of do|amasss | | znon | | o) |esong| | iwes) | aee| | mon) | | oo
0,000 sa/ | ,750 500 ' ' ’
Lomba Desa kel
dan Kelurahan
Rincian :
Evaluasi Jumiah
) desa/kel 30 30 30
Tingkat yang 4 4 4 304 304 304 304
Perkembang - - des des 10
an dievaluasi de de de alke alk ) desa desa/ 0%
Tingkat sa/ sa/ sa/ Ikel kel ?
Desa/Kelura Kkemb. kel kel kel | el
han Perkembang e e e
annya
Jumlah desa
yang
Fasilitasi/Pe dievaluasi 29 29 12 299 299
ndampingan status 9 9 7 Des 299 Des 299 10
Indeks Desa | desanya De De De a De - a Desa 0%
Membangun | berdasarkan sa sa sa sa
Indeks Desa
Membangun
. Jumlah desa
Zﬁ”damp'”g yang 6 6 6 6 6 6 . 0
mendapat De De De Des De Des
Penguatan ) - Desa 0%
Desa Binaan pendamplr_\g sa sa sa a sa a
an sebagai
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Kabupaten desa binaan
Mojokerto yang mandiri
Bimbingan Jumlah desa
Teknis yang
Kemandirian mendapat
Sosial pendamping
Budaya an Electronic 29 29
Masyarakat Human 9 9 299 299 299 10
(Pendampin Development D Des Des o
e De Desa 0%
gan Worker sa sa a a
Electronic (eHDW)
Human untuk Kader
Development | Pembangun
Worker / an Manusia
eHDW) (KPM)
PROGRAM
PEMBERDAYAAN Persentase
KEMASYARAKAT | lembaga 92 92 89 90.3 92 955 | 1,1305 | 955 95.5 10 1 673 | DPM
AN. LEMBAGA kemasyarak % 3,155,0 % 2,902,5 % 187,014 % 740,480, 8% 179,965, % 3;3 95’0 % 2,544.6 % 2,124,2 3,8 3% D
y atan yang 00,000 53,647 711 900 500 ! 09,361 69,239 %
ADAT DAN aktif
MASYARAKAT
HUKUM ADAT
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di Jumlah
Bidang Lembaga
Pemberdayaan Kemasyarak
Desa dan atan yang 76 76 40 621
Lembaga Adat Bergerak di 3 3 2 325 e 761 761 761 99
LIMEAGE DR 20 crang " 1 31550 e | 24000 | ® | 162,730 Lear; 668,024, | mb | 162,980, Le;; IS0 Le;g 21242 | lemb | 21242 | 7 | ®13 | PPV
00,000 23,061 ,289 500 ag 500 ! 69,239 aga 69,239 %
Pemberdayaan aan Desa ba ba ag a 5 a a
Masyarakat dan ga ga a
Hukum Adat yang Lembaga
Masyarakat Adat yang
Pelakunya Hukum dibina
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
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Fasilitasi
Penataan,
Pemberdayaan
dan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakata
n 55,810,9 9,719,80 137,780 207,16 207,16 69.0 | DPM
Desa/Kelurahan 300.00 0 araast 38545 00 0 050 5,289 5,289 6% | D
(RT, RW, PKK, ' '
Posyandu, LPM,
dan Karang
Taruna),
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Rincian :
Jumlah
Pelestarian Kelembagaa
& n
Pengemban Masyarakat 18 18 9
gan Adat Desa dan Ke | 10000 Ke 3 Ke 6 18 18 10
Istiadat dan Masyarakat c 0 00’0 c - Kec c Kec Kec Kec 0%
Nilai Sosial Hukum Adat ’ ' '
Budaya yang
Masyarakat mendapatka
n pembinaan
Jumlah
Pokja
Posyandu
Pemberdaya 18 18 6 9
an Pokjanal Desa yang Ke | 100,00 Ke Ke 3 Ke 18 18 10
mendapat Kec - Kec Kec 0%
Posyandu - c. | 0,000 c. c c
pelatihan
dan
pembinaan
Jumlah
S Fasilitasi/
Eaeilg?ri:o/ing Pendamping }2 100,00 Iii K?e 9 18 18 10
an PMT-AS an PMT-AS c. | 0,000 c. - - c Kec Kec Kec 0%
yang
dilaksanakan
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Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakata
n
Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, 750,00 0 716,400 66,934, 223’26?050’ 37’95963 335'%5 6(133738 6?37(2)3 820/40 D:;M
Posyandu, LPM, 0,000 ,000 000 ' ' ’
dan Karang
Taruna),
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Rincian :
pelatihan Jumlah KPM | 10 10 10 5
Pemberdaya yang 0 0 0 Kp 115 115 11
mendapatka KP KP KP - - KPM KPM 5%
an - M
Masyarakat n pelatihan M M M
Jumlah
kader PKK
Peningkatan yang 15 15
Kapasitas mengikuti 2 5 152 152 152 10
TP-PKK peningkatan Ka Ka } ) ) Kad Kad Kade 0%
Kabupaten kapasitas der der er er r
Mojokerto TP-PKK
Kabupaten
Mojokerto
. Jumlah
Eglr?gt]:ehlﬁraan pengurus 15 30 10
PKK yang 2 4 8 44 152
Program 304 304
Penyuluhan mendapatka pe pe pe pen pen peng peng 10
n pembinaan | ng ng ng - gur guru 0%
Lapangan urus urus
R e | o i : :
(LP3PKK) n PKK
Orientasi
Manaemen | yymiah LPM | 15 15
e e |y o o & 1
an mendapatka LP LP Lp M - - LPM LPM 8%
Masyarakat n pembinaan M M M
(LPM)
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g::gghan Jumlah RW
RT/RW yang 75 75 75 75
dalam mendapatka ora ora ora oran IS 10
Pemberdava n pelatihan n n n - - - orang 0%
an Y kelembagaa 9 9 9 9
Masyarakat n desa
Jumlah
desa/kel
Fasilitasi Bulan ?/naer}gksanaka 34? 340 18 304 304 304
Brakil Golong | 1 kegiatan | de | 250,00 0| de | 233306 | I | 13006 | | 72800 | BOOS0D | des | 191818 | ey | 22081 | gesa | 22081 1 10 1 99.7 | DPM
Mot ot Bulan Bhakti | sa/ | 0,000 sa/ | ,343 o 250 | ' kel ' kel : 0 °
y Gotong kel kel
Royong
Masyarakat
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
dalam
Penyelenggaraa 381,643, 106,636, 459,888 1,027,0 1,027,0 106. | DPM
n Gerakan 965,00 0 1,180,6 78,915, 23% D
Pemberdayaan 0,000 © 175718 | 500 | © 000 000 500 | -} 83,000 83,000 3%
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga
Rincian :
. Jumlah TP
Pembinaan PKK van
Administrasi yang 18 18 18 18 18
dan mendz_apat Ke Ke Ke Kec Ke 18 18 18 10
Kesekretariat Pembinaan c c c c Kec. Kec. Kec. 0%
an PKK Administrasi ’ ' ' ' ’
PKK
Jumlah TP
PKK yang
Cetonbasn | nengian | 12 i - 8 i . . . o
umum Perlombaan c c c c Kec. Kec. Kec. 0%
PKK Bidang : ' ' ' ’
umum
Jumlah
Raker Tim pengurus 168 108 186
Penggerak PKK yang o o o 168 168 10
PKK mengikuti p p p peng peng o
Kabupaten Raker Tim :r% Sr?; Sr% ) ) ) urus urus 0%
Mojokerto Penggerak
PKK s s s
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Kabupaten
Mojokerto
Publikasi Kerja PKK Ke Ke K_e I_<eg K.e 27. 152. 152.
. - gia iata giat Kegi Kegi Kegia 10
Program Kab. gia gia 09
PKK Mojokerto tan tan tan n an atan atan tan %
PK PK PK PKK PKK PKK
yang PK PK K K K
terpubilkasi K K
Jumlah
pengurus 24 20
Perl_ngatan PKK yang 0 0 200 200 200
Hari mengikuti pe pe pen en en 10
Kesatuan Peringatan ng ng - gur - - ?Jrug Erug 0%
Gerak PKK Hari uru uru us
Kesatuan S S
Gerak PKK
Jumlah
Kader PKK
Pembinaan yang 30 30
PKK Bidang mengikuti 15 256
. 4 4 304 304
Pengamalan kegiatan de de 8 des desa desa/ 10
Pancasila PKK Bidang de a/ke - - 0%
sa/ sa/ kel kel
dan Gotong Pengamalan sal |
] kel kel
Royong Pancasila kel
dan Gotong
Royong
Jumlah
Kader PKK
Pembinaan yang
PKK Bl_dang meng!kutl 18 18 18 18 18 10
Pendidikan pembinaan Ke Ke } ) Ke ) Kec Kec 0%
Ketrampilan PKK Bidang c. c. c. ' ' 0
dan Koperasi | Pendidikan
Ketrampilan
dan Koperasi
Jumlah
Kader PKK
Pembinaan yang
PKK Bidang mengikuti
Pangan, pembinaan 18 18
Sandang, PKK Bidang | Ke Ke } ) } Kt?: Klegc Kle?: &09
Perumahan | Pangan, c. c. : : : °
dan Tata Sandang,
laksana Perumahan
dan Tata
laksana
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Jumlah

Program Lembaga
Pemberdayaan Kemasyarak
Lembaga I EENg) .
Kemasyarakatan | boyocrok @ | 70 70 501630 | O | 24284, | %2 | 724564 | 2 | 169850 | 200 00 | 42034 | 903 A
, Lembaga Adat, Pembgr dava ,586 422 00 00 0,122
Dan Masyarakat i Elans n)1/i
Hukum Adat Desa yang
dibina
Pemberdayaa
n Lembaga
Kemasyarakat
an yang
Bergerak di
Bidang
Pemberdayaa Jumlah
n Desa dan Lembaga
e A4St | omazyars | .
Daerah gz:;:rﬁ“g 9 9 ?: 184 243 243 043 043
Kabupaten/K | 4 pigang e e 1 501,630 | mb | 24,284, | 1™ | 724564 | '®™ | 16,9850 | &M lemb | 420,34 | lemb Y
G L Pemberday | "' o e a 422 | bag oo | Pag oo | Pag aga | 0122 | aga 5o
Pemberdayaa aan y ag ag |’ ag a a a 9 ! 9
n Masyarakat Ekonomi a a
Hukum Adat Desa yang
yang o1 e
Masyarakat i
Pelakunya
Hukum Adat
yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/K
ota
Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
Pemerintah 300,00 245,015 10,036, 22'72568 12’23568 141'2‘5‘8 1265;23 12%23 6515/3 PPV
Desa dalam 0,000 750 000 ' ' ' 0
Meningkatkan
Pendapatan Asli
Desa
Rincian :
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Jumlah
Pembinaan kelompok
Pengemban usaha 18 18 6 6 6 18 12 10
gan Usaha ekonomi Ke Ke Ke Kec Ke 0
) - Kec. Kec. 0%
Ekonomi masyarakat C. C. C. . C.
Masyarakat yang dibina
dan dilatih
Jumlah
Pelatihan kelompok
Perempuan perempuan
di Pedesaan | yg ESI Ifeel kgl 8 15 26 54 54
dalam mendapatka kelo kel kelo kelo 10
- h om om om kelo 0
bidang n pelatihan o o o mpo om mpo mpo mook 0%
usaha agar dapat P P P k pok k k P
. h k k k
ekonomi berwirausah
produktif a secara
mandiri.
Jumlah
PasarDesa | g 15 10 15 15 15
yang 15
. Pa Pa Pa Pas Pa Pasa
Pembinaan mendapatka Pasa 10
sar sar sar ar sar r 0
PasarDesa | n De De De Des De ) Des r 0%
pendamping Desa
sa sa sa a sa a
an dan
pembinaan.
Fasilitasi
Pemerintah
Desa dalam 49,731,4 4,750,00 164,667 233,39 233,39 80.4 | DPM
Pemanfaatan 290,00 0 256,614 14,248, 00 0 ,450 7,272 7,272 8% D
- 0,000 ,836 422
Teknologi Tepat
Guna
Rincian :
Jumlah
pemanfaat
TTG yang 18 18 18 18
Penyelengga | mendapat kel kel 18
e kelo kelo 10
raan Gelar sosialisasi om om } ) ) moo moo kelo 0%
Inovasi TTG | dan po po p p mpok 0
I k k
mengikuti k k
gelar inovasi
TTG
. Jumlah 36 36
Pelatihan pemanfaat kel kel 36 36 36
dan kelo kelo 10
TTG yang om om kelo
Penerapan - - - mpo mpo 0%
mendapat po po mpok
TTG . k k
pelatihan k k
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%

dan

penerapan

TTG
Pemberdaya | Jumlah
an fasilitasi
Masyarakat pemanfaatan
dalam SDA dan
pemanfaatan | peningkatan gi g5e ;2 Dge Dzeﬁs |35e55 20 10
SDA dan sarana dan Desa 0%

) sa sa sa sa a a
peningkatan prasarana
sarana dan pedesaan
pra sarana yang
desa dilaksanakan
Sosialisasi Jumlah 18 18 ! 5 9
. Le Le le 18 18
dan Fasilitasi | Posyantek Lem Le 10
mb mb mb Lem Lemb
Pembentuka | yang a a a bag mb baga a0a 0%
n Posyantek | terbentuk 9 9 9 a aga 9 9
a a a
718,06 % : 7 =102,58
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%) 102,58 %

PREDIKAT KINERJA

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Adanya Program Desa Berdaya, Bantuan Permodalan BUMDesa serta Program Jatim Puspa melalui BKK Provinsi Jawa Timur bisa
- mendorong masyarakat desa dalam berperan aktif untuk menggerakkan roda perekonomian di desa yang terpuruk akibat pandemi
covid 19 dimana DPMD ikut berperan aktif dalam fasilitasi dan pembinaannya agar bisa mencapai yang terbaik.

Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19 ternyata banyak Desa yang belum mempunyai BUMDesa sudah berinisiatif membentuk
BUMdesa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa

Adanya inovasi kinerja yang telah dilaksanakan (semua desa sudah menerapkan aplikasi penatausahaan keuangan desa / SISKEUDES
secara online) sehingga memudahkan dalam pengawasannya.

Meskipun kegiatan Updating Profil Desa dan Kelurahan anggarannya terbatas serta direfocushing, namun pemantauan dan upaya pembinaan tetap
dilaksanakan sehingga semua operator desa sudah mengupdate data profil desanya.
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Faktor Penghambat pencapaian kinerja :

- Refochusing APBD Tahun 2021, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan
BUMDesa-BUMDesa yang baru merintis dan baru tumbuh, sangat memerlukan pendampingan dan pembinaan
secara rutin dan berkala dari Dinas PMD Kabupaten, tetapi terkendala oleh Tenaga Personil dan Anggaran

DPMD yang sangat terbatas.

Proses pembentukan BUMDesma dari hasil transformasi PNPM Mandiri Perdesaan belum terealisasi karena
- terkendala oleh Regulasi yang baru dari Pemerintah Pusat

Rendahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam
- pengembangan usaha ekonomi produkiif.

Banyak kegiatan yang tertunda pelaksanaannya karena PPKM akibat dampak pandemi covid 19
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Sedangkan hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan

sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

Tujuan

gotong

: Meningkatkan

royong

pembangunan masyarakat desa dengan semangat

untuk  menumbuh kembangkan

kepercayaan

masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat

berlandaskan etika budaya dan kearifan local

Sasaran Strategis 1

pelaksanaan

Meningkatnya

perencanaan

pembangunan

status perkembangan desa melalui

secara partisipatif,

peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga

kemasyarakatan yang memadai.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Tabel. 2.2.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Jumlah Desa
Meninakatnva status 1.1 Mandiri 30 Desa | 45 Desa 150 %
9 y berdasarkan Indeks Mandiri Mandiri
perkembangan desa Desa Membangun
: Persentase desa
melalui pelaksanaan 1.2 yang menerapkan 90 % 98,7% | 109,67
perencanaan perencanaan dan %
pembangunan secara pengelolaan
pembangunan
partisipatif, peningkatan secara partisipatif
: 1.3 Persentase
usaha ekonomi lembaga 92 % 95,5% | 103,8 %
masyarakat dan kapasitas kemasyarakatan
lembaga kemasyarakatan yang akiif
yang memadai 1.4 Persentase
Lembaga Ekonomi 70 % 70,03 % 100,04
Desa yang Aktif %
Rata-rata pencapaian kinerja 115,88

%

1.1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama “Jumlah Desa Mandiri

berdasarkan Indeks Desa Membangun”.

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat

capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 “Meningkatnya

status
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perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan
secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas
lembaga kemasyarakatan yang memadai” Tahun 2021 telah memenuhi target.
pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh Program Penataan Desa,
Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Keberhasilan
pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Jumlah
Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun” terealisasi 45 Desa Mandiri
dari target kinerja sebesar 30 Desa Mandiri. Sehingga tingkat pencapaian
kinerjanya dengan pencapaian sebesar 150 % atau berkriteria SANGAT BAIK.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di
Kabupaten Mojokerto di Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : O
Desa; Desa Berkembang : 102 Desa; Desa Maju : 152 Desa dan Desa Mandiri :
45 Desa.

1.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase desa yang menerapkan
perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif”.

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui
pelaksanaan Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan
Penataan Desa serta didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Desa. Pencapaian sasaran strategis ini juga didukung oleh Program
Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa
serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dan
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Keberhasilan
pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program
“Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan
pembangunan secara partisipatif” terealisasi 98,7 % dari target kinerja sebesar
90 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar
109,67% atau berkriteria SANGAT BAIK.

Keberhasilan capaian Program Penataan Desa dengan Kegiatan
Penyelenggaraan Penataan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Desa Tahun 2021 juga didukung oleh adanya Fasilitasi
Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan
di Desa Duyung, Kecamatan Trawas.
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Selain itu keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini juga didukung
oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja
sama antar Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam
Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, merupakan program
penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. DPMD Kabupaten
Mojokerto sebagai fasilator program pusat tersebut. Adanya alokasi dana PNPM-
MPd di 13 Kecamatan, membawa dampak bagi masyarakat. Melalui
pembangunan sarana-prasarana, perbaikan infrastruktur, permodalan simpan
pinjam, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat
miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan
keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Salah satu bentuk kerja sama antar desa yang difasilitasi oleh DPMD
Kabupaten Mojokerto adalah pembentukan BUMDesa Bersama. Pada tahun 2021
ini sosialisasi dan musyawarah desa utk pelaksanaan pembentukan BUMDesa
Bersama sudah dilaksanakan di 13 kecamatan. Tahapan pembentukan BUMDesa
Bersama dari mekanisme transformasi dana bergulir UPK hasil PNPM Mandiri
Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama sudah dilaksanakan. Namun dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (BUMDesa) dimana regulasi tersebut didalamnya juga mengatur
tentang pembentukan BUMdesa Bersama. Sehingga semua regulasi yang
mengatur transformasi dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa
Bersama harus mengacu pada regulasi yang baru. Dari Peraturan Pemerintah
nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
diterbitkannya Permendesa TT nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa
Bersama serta Permendesa TT nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri
Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga pengelola
kelembagaan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan harus segera menyesuaikan
dengan aturan yang baru. Sehingga pembentukan BUMDesa Bersama dari UPK
eks PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun 2021 belum bisa diwujudkan. Hal ini
karena sebelum membentuk BUMdesa Bersama harus mendaftar dulu di
Kemenkumham agar berbadan hukum.
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Secara operasional pencapaian kinerja sasaran ini juga didukung oleh Sub
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
1.3. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase lembaga

kemasyarakatan yang aktif ”.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan
melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota dengan didukung Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat,
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Keberhasilan pencapaian sasaran
Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “Persentase lembaga
kemasyarakatan yang aktif’ terealisasi 95,5 % dari target kinerja sebesar 92 %.
Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar 103,8%
atau berkriteria SANGAT BAIK.

Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah 304 LPM D/K serta TP-PKK. Dari 304 LPM yang
ada, aktif 276 lembaga serta 323 lembaga TP - PKK semuanya aktif 100%. Sifat
kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten
Mojokerto. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan
pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun
APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah
kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan
masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan,
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keuletan dan kesabaran yang kuat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM) adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang
pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan

masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

1.4. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Lembaga Ekonomi

Desa yang aktif ”.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini juga diperoleh dari indikator
kinerja Program “ Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif”. Terealisasi
70,03 % dari target kinerja sebesar 70 %, sehingga tingkat pencapaian indikator
kinerja dengan pencapaian rata-rata 100,04 % atau berkriteria SANGAT BAIK.

Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Pembinaan dan
Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Fasilitasi
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan
desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus
menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDesa juga
ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan
kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau
kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat
setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan
untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten
Mojokerto.

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
sebagai dampak dari pandemi Virus Corona (COVID-19), namun kegiatan harus
tetap dilaksanakan untuk tetap bisa menggerakkan roda perekonomian di desa
yang terpuruk akibat pandemi covid 19 dimana DPMD ikut berperan aktif dalam
pembinaannya. Selain itu juga banyak Kegiatan dari DPMD Provinsi Jawa Timur
yang harus diikuti terkait Pengembangan BUMDesa seperti berbagai Kegiatan

Lomba, Rakor dan Pendampingan BUMDesa.
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Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam
tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.
Tabel 2.3
Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
2.1 | Persentase desa yang

Meningkatnya menyelenggarakan

kapasitas aparatur mekanisme 100% | 995% | 99,5%

Pemerintah Desa penyelenggaraan

dalam tata kelola Pemerintahan Desa

pemerintahan desa secara tepat

yang baik dan

akuntabel. 2.2 | Persentase aparatur 80 % 71,6 % | 89,5%
pemerintahan desa
yang terlatih

Rata-rata pencapaian kinerja 94,5 %

2.1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama sasaran strategis 2
“Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme
penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat”.

Berdasarkan tabel 2.3. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat
capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 “Meningkatnya kapasitas
aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik
dan akuntabel” Tahun 2021 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator
kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang
Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten
Mojokerto. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar 99,5
% atau berkriteria BAIK.

Berdasarkan table diatas keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 ini

diukur melalui Indikator Kinerja yaitu Persentase desa yang menyelenggarakan

mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat. Sejalan dengan
adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah

Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan

bendahara desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya
manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Mojokerto. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021

menyelenggarakan bimbingan teknis /pelatihan serta pendampingan/fasilitasi
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dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD,

Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

2.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase aparatur
pemerintahan desa yang terlatih”.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui
pelaksanaan Program Administrasi Pemerintah Desa, dengan Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa,
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa,
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitasi
Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD serta
Pelaksanaan  Penugasan  Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota  yang
dilaksanakan oleh Desa.

Dalam kegiatan ini selain dilakukan pendampingan, pembinaan dan
pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa, pendampingan penyusunan
APBDesa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDesa.

. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator
kinerja Program “Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih” terealisasi
71,6 % dari target kinerja sebesar 80 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya

dengan pencapaian sebesar 89,5 % atau berkriteria BAIK.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang
berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan
Tabel 2.4.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 3

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Terwujudnya Tata 3.1 | Nilai Reformasi

Kelola Birokrasi Birokrasi (RB) 70 (B) 78,05 1115%
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
yang berintegritas,
akuntabel, bersih 3.2 | Nilai SAKIP 83,26 (A) | 85,28 (A) | 102,43 %
dan transparan Perangkat Daerah

Persentase Indikator

8.3 | Program Dinas 90 % 102,58 % 113,98 %
Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa yang tercapai

Persentase Realisasi
8.4 | Anggaran Dinas 90 % 87,65 % 97,4 %

Rencana Kevia (Fernja) 36
DI MD Haliuwpaten Mejofierte Tatturn 2023



Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa yang tercapai

3.5 | Indeks Profesionalitas 76 % 79,6 % 104,7 %
ASN
Rata-rata pencapaian kinerja 106

3.1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama sasaran strategis 3 “Nilai
Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah”.

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat
capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 “Terwujudnya Tata Kelola
Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan”
Tahun 2021 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini
dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Sekretariat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Terealisasi 78,05
dari target kinerja sebesar 70. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan
pencapaian sebesar 111,5% atau berkriteria SANGAT BAIK.

3.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Nilai SAKIP Perangkat Daerah”.

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui
pelaksanaan  Program  Penunjang Urusan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator
kinerja Program “ Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Terealisasi 85,28 dari target
kinerja sebesar 83,26 , sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan
pencapaian rata-rata 102,43 % atau berkriteria SANGAT BAIK.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator
sasaran pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto 2021-2026 untuk menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di
Kabupaten Mojokerto. Hasil penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021
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mendapatkan nilai 85,28. Nilai tersebut melebihi target yang telah direncanakan
pada dokumen perencanaan sebesar 83,26 sehingga tingkat capaian indikator
Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
tahun 2021 adalah sebesar 102,43 %. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP
Perangkat Daerah yang berhasil melebihi target tersebut didukung oleh
terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen

pendukung SAKIP lainnya.

3.3. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Indikator Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”.

Secara operasional pencapaian kinerja ini diwujudkan melalui
pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah.

Capaian target program menjadi tantangan lebih di dalam pelaksanaan
kegiatan pada tahun 2021 akibat pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal bulan
Maret tahun 2021. Adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) sebagai dampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan
pelaksanaan kegiatan kurang optimal. Dalam kondisi tersebut, tidak dilakukan
peninjauan dan penyesuaian target indikator program kegiatan Perangkat Daerah
dengan menyesuaikan hasil refokusing dan realokasi. Juga karena adanya
indikator kinerja Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
yang tercapai kurang dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini diperoleh dari indikator kinerja
Kegiatan “Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang tercapai’. Terealisasi 102,58 % dari target kinerja sebesar 90 %,
sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 113,98
% atau berkriteria SANGAT BAIK.

3.4. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui
pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Banyaknya
anggaran yang tidak terserap disebabkan adanya SILPA dari Sub Kegiatan yang
memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa

(Asuransi BPJS). Hal ini disebabkan terdapat Kades dan Perangkat Desa yang
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sudah ikut BPJS Kesehatan (berstatus PNS atau ikut BPJS Mandiri) serta adanya
jabatan Kades dan Perangkat Desa yang kosong

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja
Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang tercapai”. Terealisasi 87,65 % dari target kinerja sebesar 90 %,
sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata 97,4
% atau berkriteria BAIK.

3.5. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN”.

Secara operasional pencapaian kinerja ini diwujudkan melalui
pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja
Kegiatan “Indeks Profesionalitas ASN”. Terealisasi 79,6 % dari target kinerja
sebesar 76 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian
rata-rata 104,7 % atau berkriteria SANGAT BAIK.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan IV Tahun 2021, Strategi
pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 9 (sembilan)
Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi
pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-
bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD sampai dengan triwulan IV
Tahun 2021 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan
RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan triwulan VI tahun 2021, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu
pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan
IV Tahun 2021 dan atau realisasi APBD Tahun 2021. Untuk mengetahui hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan triwulan IV tahun 2021 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat
pada tabel 2.4. (T-C.29) dibawah ini :
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Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.4. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2021

Kabupaten Mojokerto

Target dan realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan tahun lalu

Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra Perangkat

Target Realisasi (2021) P-[g(;?;; Daerah s/d Th.
Urusan/Bidang Indikator Kinerja é(;nzzf n Kinl?;gatasil Kegiatan Reieligzljin 2021)
Urusan Pemerintahan | Program(Outcome)/ p P ) dan Sub . Tingkat
: rogram Program N . . Capaian .
Kode Daerah dan Kegiatan Target Realisasi | Tingkat Kegiatan Capaia
: (Renstra dan ) . . : Program,
Program/Kegiatan/Su (Output)/Sub Renja Renja Realisa (Renja . n
: . Perangkat Keluaran . Kegiatan & .
b Kegiatan Kegiatan(Output) - Perangkat | Perangkat si Perangkat Realisa
Daerah) Kegiatan s/d D h Sub Keg. .
Tahun 2021 | tahun 2020 Daerah Daerah Tahun aeral o/d Th si
Tahun Tahun 2021 tahun 2021) ber'alaﬁ Target
2021 2021 (%) J Renstr
(TW2Th. a (%)
2021) 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pemberdayaan
2 3 Masyarakat dan
Desa
PIROIETRA Y E%rii:l?(t)ar@:ro ram
o PENUNJANG e 9
2 3|1 URUSAN Pemberdavaan 90% 90% 90% 90% 100% 90% 71,4 % 82,3 %
PEMERINTAHAN e
DAERAH y .
Desa yang tercapai
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Perencanaan dan
> 1]10|20 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 13 13 13 13 100% 13 13 100 %
3111 1 Evaluasi Kinerja Perangkat dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen Dokumen
Perangkat Daerah Daerah yang
tersusun
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Penyusunan Jumlah dokumen
2 110[20|0 | Dokumen Renstra dan Renja 3 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen 2 100% 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 %
3|1 1 1 | Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen
Perangkat Daerah yang tersusun
Jumlah Dokumen
1| 0|20 | 0 | EvaluasiKinerja Evaluasi Perangkat 10 10 o 10 o
2 3|1 1 7 | Perangkat Daerah Daerah yang 10 dokumen | 10 dokumen dokumen dokumen 100% | 10 dokumen dokumen 100%
tersusun
Jumlah Dokumen
110120 Administrasi Pelaksanaan
2 3|1 2 Keuangan Perangkat | Anggaran dan 17 laporan 17 laporan | 17 laporan | 17 laporan | 100% 17 laporan | 17 laporan | 100 %
Daerah laporan keuangan
yang tersusun
1] 0] 20| 0 | Penyediaan Gaji dan Jumiah waktu
2 3|1 2 1 | Tumianaan ASN penyediaan gaji dan 14 bulan 14 bulan 14 bulan 14 bulan 100% 14 bulan 14 Bulan 100%
jang tunjangan ASN
Penyediaan Jumlah Penyediaan
1{0]20( 0 | Administrasi Administrasi o o
2 3|1 5 2 | Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas 17 laporan 17 laporan 17 laporan | 17 laporan | 100% 17 laporan 17 laporan 100%
ASN ASN yang tercukupi
Jumlah Dokumen
1]0]20 Administrasi Umum | ketatausahan dan 6 6 o 6 o
2 311 6 Perangkat Daerah kepegawaian yang 6 Dokumen | 6 Dokumen Dokumen Dokumen 100% | 6 Dokumen Dokumen 100%
tersedia
11o0l20l0 Penyediaan Peralatan | Jumlah penyediaan
2 3|1 6 2 dan Perlengkapan Peralatan dan 4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100% 4 jenis 4 jenis 100%
Kantor Perlengkapan Kantor
Jumlah waktu
. penyediaan Makanan
2 é g 260 2 Egni)é(;dklaKaar:]t%?han dan Minuman dalam 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
9 Pelaksanaan
Kegiatan
. Jumlah waktu
Penyediaan Barang .
2 é g 260 (5) Cetakan dan Ezn:;/s:rl]aggnBarang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Penggandaan
Penggandaan
Penyediaan Bahan Jumlah waktu
2| 1[9]20 (0 |Bacaandan penyediaan Bahan 12 bulan 12 bulan 12bulan | 12bulan | 100% | 12 bulan 12bulan | 100%
311 6 | 6 | Peraturan Perundang- | Bacaan dan
Undangan Peraturan Perundang
Undangan
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1]10|20 Penyediaan Jumlah_waktu .
2 301 6 Bahan/material penyediaan Alat Tulis 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Kantor
Jumlah waktu
penyediaan
11020 Penyelenggaraan perjalanan dinas
2 301 6 Rapat Koordinasi dan | untuk Kelancaran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Konsultasi SKPD Pelaksanaan Tugas
Koordinasi / Rapat
rapat
Jumlah Penyediaan
110120 Penyediaan Jasa Jasa Penunjan.g o o o o o o
2 301 8 Penunjang Urusan Urusan Pemerintah 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100% 2 jenis 2 jenis 100%
Pemerintah Daerah Daerah yang
dilaksanakan
110120 Penyediaan Jasa Jumlal;_wakt};
2 301 8 Komunikasi, Sumber Eirxjnif:sni :}?a 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Daya Air dan Listrik . P
Bersih dan Listrik
11020 Penyediaan Jasa ig?eiatrnjtiia tenaga
2 301 8 Pelayanan Umum pelayanan umum 8 orang 8 orang 7 orang 7 orang 100% 8 orang 8 orang 100%
Kantor .
kantor yg tersedia
Jumlah
Pemeliharaan Pemeliharaan
110120 Barang Milik Daerah | Barang Milik Daerah
2 3101 9 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 3 Jenis 100%
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah yang
dilaksanakan
. Jumlah waktu
Penyediaan Jasa .
. ' penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya P : .
. . emeliharaan, Biaya
1]10|20 Pemellh_araan, Pajak Pemeliharaan, Pajak
2 311 9 dan Perizinan dan Perizinan’ 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Kendaraan Dinas .
; Kendaraan Dinas
Operasional atau :
Operasional atau
Lapangan L
apangan
Jumlah waktu
110120 Pemeliharaan _ penye_diaan
2 3|1 9 Peralatan dan Mesin pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Lainnya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
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Pemeliharaan/Rehabil ;:rr?;zzi\;v:rl](tu
2 é g ZéO 8 gzi' é%;r?uunr?a}rfantor pemeliharaan Sarana 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Lainn ag dan Prasarana
y Kantor
Persentase desa
yang menerapkan
1(0 PROGRAM perencanaan dan o o o o o 0 o o
2 3|2 PENATAAN DESA pengelolaan 90% 90% 90% 90% 100% 90 % 98,6 % 109,5%
pembangunan
secara partisipatif
Jumlah
110|20 Penyelenggaraan Penyelenggaraan . . . 1 o . . o
2 3|2 1 Penataan desa Penataan desa yang 1 Kegiatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
dilaksanakan
Jumlah Fasilitasi
Penyelenggaraan
1[0]20 |0 [Fasilitasi Saranadan | TNI Manunggal . . : , 0 ) _ 0
2 3|2 1 | 6 | Prasarana Desa Membangun Desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
(TMMD) yang
dilaksanakan
Persentase desa
1| o PROGRAM e
2 3|2 PENINGKATAN pen elolaan 90% 90% 90% 90% 100% 90% 98,6 % 109,5%
KERJASAMA DESA | PeN9
pembangunan
secara partisipatif
Jumlah Fasilitasi
1]1]0]20 Fasilitasi Kerja sama | Kerja sama Antar . : 13 13 o : 13 o
2 312 1 antar Desa Desa yang 13 Kegiatan | 13 Kegiatan Kegiatan Kegiatan 100% | 13 Kegiatan Kegiatan 100%
dilaksanakan
Fasilitasi Kerja sama
2 é 2 2i0 g Antar Desa dalam 13 Kegiatan | 13 Kegiatan Ke 1i::1tan Ke 1i?atan 100% | 13 Kegiatan Ke 1iztan 100%
Kabupaten/Kota 9 9 9
Rincian :
Pembinaan dan Jumlah Pembinaan
Pembentukan dan Monitoring o o
BUMDESMA dari Program PNPM 13 Kec 13 Kec 13 Kec 13 Kec 1,05 % 13 Kec 13 Kec 100%
Hasil PNPM Mandiri Mandiri Perdesaan
Perdesaan yang dilaksanakan
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Jumlah UPK PPK

Pembinaan Mandiri yang
Pengelolaan mendgpat
pembinaaan 11 Kec 11 Kec 11 Kec 11 Kec 112% 11 Kec 11 Kec 100%
Keuangan UPK PPK
3 Pengelola Keuangan,
Mandiri S A
Fasilitasi, Koordinasi
dan Monitoring
PROIETRAY Persentase aparatur
110 ADMINISTRASI . o 0 0 o o o o
2 3| a PEMERINTAHAN pgrr]netrler;ltaatr;ﬁn desa 80% 80% 80% 80% - 80% 71,6% 89,5%
DESA yang
Jumlah Desa yang
Pembinaan dan mendapat
110120 Pengawasan Pembinaan dan
2 30 a 1 Penyelenggaraan Pengawasan 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
Administrasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Administrasi
Pemerintahan Desa
S Jumlah aparatur
Fasilitasi
110120 Penyelenggaraan desa yang
2 : - . mendapatkan 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
3|4 1 Administrasi . .
. pelatihan manajemen
Pemerintahan Desa -
Pemerintahan Desa
Jumlah desa yang
I mendapatkan
1]10|20 Fasilitasi Penyusunan assesibilitas dalam
2 ) Perencanaan 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
3141 1 perencanaan
Pembangunan Desa L
partisipatif
pembangunan desa
> 110120 Fasilitasi Pengelolaan
3|4 1 Keuangan Desa
Rincian :
Jumlah Desa yang
Pendampingan mendapatkan
Penyusunan APB pendampingan dalam 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
Desa penyusunan APB
Desa
Fasilitasi/Pendamping | Jumlah Desa yang
an Alokasi Dana Desa | terfasilitasi dalam 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
(ADD) proses penggunaan
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Alokasi Dana Desa
(ADD)

Fasilitasi

Jumlah Desa yang
terfasilitasi dalam

Pendampingan Dana roses penagunaan 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
Desa (DD) P Pengg
Dana Desa (DD)
Jumlah pengelola
keuangan desa yang
ﬁgfﬂ"gZﬁ”g:gaa“ g“eelgt‘i’ﬁgﬁtka“ 299 Desa | 299 Desa | 299 Desa | 299 Desa | 100% | 299Desa | 299 Desa | 100%
pengelolaan
keuangan desa
Fasilitasi Bagi Hasil Jumlah_ De_sa yang
Paiak dan Retribusi terfasilitasi Bagi Hasil 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
! Pajak dan Retribusi
Pembinaan Jumlah aparatur
110|20 Peningkatan desa yang
2 . ' mendapatkan 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
3| 4 1 Kapasitas Aparatur latih .
Pemerintah Desa pelat an manaemen
Pemerintahan Desa
Pembinaan dan
110120 Pemberdayaan BUM
2 . Desa dan Lembaga
3141 1 !
Kerja sama antar
Desa
Rincian : -
Jumlah Desa yang
Pendampingan dan mendapatkan
Fasilitasi Pembinaan dan 75 Desa 54 Desa 54Desa | 75Desa | 130% | 229Desa | 229Desa | 100%
Pengembangan Fasilitasi
BUMDesa Pengembangan
BUMDesa
Jumlah Pengurus
Pelatihan Ketrampilan | BUMDesa yang
Manajemen mendapat pelatihan 100 100 100 100 100% 100 100 100%
BUMDesa manajemen pengurus pengurus pengurus pengurus pengurus pengurus
BUMDesa
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Fasilitasi Jumlah desa yang
2| 1]0]20]| 1|Pengangkatandan | terfasilitasi dalam 149 Desa | 149Desa | 149 Desa | 149 Desa | 100% | 149Desa | 149 Desa | 100%
3|4 1 0 | Pemberhentian pengisian Perangkat
Perangkat Desa Desa
I Jumlah Data Profil
1]0|20| 1 | Fasilitasi Penyusunan 304 304 o 304 o
2 3| a 1 1 | Profil Desa desa/kel yang 304 desa/kel | 304 desa/kel desalkel desa/kel 100% | 304 desa/kel desalkel 100%
terupdate
S Jumlah desa yang
2| 2| 9|30 | 5 | Rasitast Pengelolaan | o tagiiiasi datam 209Desa | 299Desa | 299 Desa | 299 Desa | 100% | 299 Desa | 299 Desa | 100%
pengelolaan asetnya
Pembinaan Jumlah BPD yang
1] 0]20| 1 |Peningkatan mendapatkan
2 . ? pelatihan dalam 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 155 Desa 155 Desa 100%
3| 4 1 5 | Kapasitas Anggota . -
bidang pemerintahan
BPD
desa
Pelaksanaan Jumlah waktu
Penugasan penyediaan
1] 0|20 1 | Urusan/Kewenangan pelayanan kesehatan i i i i o
2 314 1 7 | Kabupaten/Kota yang | Kepala Desa dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
Dilaksanakan oleh Perangkat Desa
Desa (Asuransi BPJS)
Fasilitasi Evaluasi
5 1] 0|20 1 |Perkembangan Desa
314 1 8 | Serta Lomba Desa
dan Kelurahan
Rincian :
- Jumlah desa/kel
Evaluasi Tingkat . -
Perkembangan ygngkdlevalua& 304 desa/kel | 304 desa/kel d 32;1;( | d 327'k | 100% | 304 desa/kel d 3gl4k | 100%
Desa/Kelurahan Tingkat esa/ke esa/ke esa/ke
Perkembangannya
Jumlah desa yang
Fasilitasi/Pendamping | dievaluasi status
an Indeks Desa desanya berdasarkan 299 Desa 299 Desa 299 Desa 299 Desa 100% 299 Desa 299 Desa 100%
Membangun Indeks Desa
Membangun
Pendampingan Jumlah desa yang
Penguatan Desa mendapaj[
Binaan Kabupaten pendampingan 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 100% 6 Desa 6 Desa 100%
: P sebagai desa binaan
Mojokerto S
yang mandiri
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT

Persentase
lembaga
kemasyarakatan
yang aktif

92%

92%

92%

92%

100%

92%

95.5%

103,8%

2.0

Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah
Provinsi serta
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan Lembaga
Adat yang dibina

763
lembaga

763
lembaga

763
lembaga

763
lembaga

100%

763
lembaga

761
lembaga

99,7%

2.0

Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

Rincian :
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Pelestarian &
Pengembangan Adat

Jumlah
Kelembagaan
Masyarakat Desa

Istiadat dan Nilai dan Masyarakat 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 100% 18 Kec. 18 Kec. 100%
Sosial Budaya Hukum Adat yang
Masyarakat mendapatkan
pembinaan
Jumlah Pokja
Pemberdayaan Posyandu Desayang | g o0 18 Kec. 18 Kec. 18Kec. | 100% | 18 Kec. 18Kec. | 100%
Pokjanal Posyandu mendapat pelatihan
dan pembinaan
Fasilitasi / Jumlah ngilitasi/
Pendampingan PMT- ig”f;rzgp'”ga” PMT- 1 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. | 100% 18 Kec. 18 Kec. 100%
AS -
dilaksanakan
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakatan
5 1]10|20 Desa/Kelurahan (RT,
3|15 1 RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Rincian :
Pelatihan Kader Jumlah KPM yang
Pemberdayaan mendapatkan 150 KPM 150 KPM 150 KPM | 150 KPM | 100% 100 KPM 115 KPM 115%
Masyarakat pelatihan
Jumlah kader PKK
Peningkatan yang mengikuti
Kapasitas TP-PKK peningkatan 304 Kader 152 Kader 304 Kader | 304 Kader | 100% 152 Kader 152 Kader 100%
Kabupaten Mojokerto | kapasitas TP-PKK
Kabupaten Mojokerto
Eglr?gglglilnaan Program Jumlah pengurus
Penyuluhan PKK yang 152 152 152 152 100% 152 152 100%
mendapatkan pengurus pengurus pengurus pengurus pengurus pengurus
Lapangan PKK embinaan SDM
(LP3PKK) P
Rencana Hevia (Rernfa) 48

DI MD HKatliwpaten Mejofierta Tatiun 2023




dan Kelembagaan
PKK

Orientasi manajemen

Jumlah LPM yang

DI MD HKatliwpaten Mejofierta Tatiun 2023

'F‘,imzi?jayaan mendapatkan 150 LPM 150 LPM 150LPM | 150LPM | 100% | 150LPM 177LPM | 118%
Masyarakat (LPM) pembinaan
Pelatihan peran Jumlah RW yang
RT/RW dalam mendapatkan o
Pemberdayaan pelatihan 75 orang 75 orang - - - 75 orang 75 orang 100%
Masyarakat kelembagaan desa
Jumlah desa/kel
20| 0 Fasilitasi Bulan Bhakti yang melaksanakan 304 304 304
1 7 Gotong Royong kegiatan Bulan 304 desa/kel | 304 desa/kel desalkel desa/kel 100% | 304 desa/kel desalkel 100%
Masyarakat Bhakti Gotong
Royong Masyarakat
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
dalam
20| o Penyelenggaraan
1 8 Gerakan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga
Rincian :
Pembinaan ;]];Jenr]]lgl: ;f PKKyang
Administrasi dan Pembinpaan 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 100% 18 Kec. 18 Kec. 100%
Kesekretariatan PKK Administrasi PKK
Jumlah TP PKK yang
Perlombaan PKK mengikuti 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18Kec. | 100% | 18 Kec. 18Kec. | 100%
Bidang umum Perlombaan PKK
Bidang umum
Jumlah pengurus
Raker Tim Penggerak | PKK yang mengikuti
PKK Kabupaten Raker Tim er}sl?rus erﬁ?rus er%sl?rus er}sl?rus 100% e:SL?rus er%ﬁl?rus 93,3%
Mojokerto Penggerak PKK Peng peng peng Peng peng peng
Kabupaten Mojokerto
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Jumlah Program

DI MD HKatliwpaten Mejofierta Tatiun 2023

Publikasi Program Kerja PKK Kab. 1.12 1;2 1.12 1.12 1.12 1.12
PKK Mojokerto yang Kegiatan Kegiatan Kegiatan Kegiatan 100% Kegiatan Kegiatan 100%
- PKK PKK PKK PKK PKK PKK
terpubilkasi
Jumlah pengurus
Peringatan Hari PKK yang mengikuti 600 240 600 600 100% 240 240 100%
Kesatuan Gerak PKK | Peringatan Hari pengurus pengurus pengurus pengurus pengurus pengurus
Kesatuan Gerak PKK
Jumlah Kader PKK
Pembinaan PKK yang mengikuti
Bidang Pengamalan kegiatan PKK Bidang 304 304 304
Pancasila dan Gotong | Pengamalan 304 desalkel | 304 desalkel desa/kel desa/kel 100% | 304 desalkel desa/kel 100%
Royong Pancasila dan
Gotong Royong
Jumlah Kader PKK
Pembinaan PKK yang mengikuti
E'dang Pendidikan pembinaan PKK 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18Kec. | 100% | 18Kec. 18Kec. | 100%
etrampilan dan Bidang Pendidikan
Koperasi Ketrampilan dan
Koperasi
Jumlah Kader PKK
. yang mengikuti
' Bidang Pangan, 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 100% 18 Kec. 18 Kec. 100%
Sandang, Perumahan Sandang,
dan Tata laksana Perumahan dan Tata
laksana
Program Jumlah Lembaga
Pemberdayaan Kemasyarakatan
Lembaga yang Bergerak di
Kemasyarakatan, Bidang 70% 70% 70% 70% 100% 70% 70% 100%
Lembaga Adat, Dan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Ekonomi Desa yang
Adat dibina
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Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan Desa
dan Lembaga Adat
Tingkat Daerah

Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di

2 é g ZiO Kabupaten/Kota Bidang Ierﬁgzga Ierﬁégga Ienfggga Ierﬁggga 100% Ierﬁégga Ierﬁggga 100%
serta Pemberdayaan | Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Ekonomi Desa yang
Adat yang dibina
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Ekonomi
2 % g Zio Masyarakat dan
Pemerintah Desa
dalam Meningkatkan
Pendapatan Asli Desa
Rincian :
Pembinaan Jumlah kelompok
Pengembangan usaha ekonomi 18 Kec. 18 Kec. 18 Kec. 18Kec. | 100% | 18Kec. 18Kec. | 100%
Usaha Ekonomi masyarakat yang
Masyarakat dibina dan dilatih
Jumlah kelompok
Pelatihan Perempuan | perempuan yg
di Pedesaan dalam mendapatkan 54
bidang usaha pelatihgn agar dapat 36 kelompok | 36 kelompok i i i 54 kelompok kelompok 100%
ekonomi produktif berwirausaha secara
mandiri.
Pembinaan Pasar Jumiah Pasar Desa 15 Pasar 15 Pasar 15 Pasar 15 Pasar o 15 Pasar 15 Pasar o
Desa yang mer!dapatkan Desa Desa Desa Desa 100% Desa Desa 100%
pendampingan dan
pembinaan.
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Fasilitasi Pemerintah
Desa dalam
Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

Rincian :

Jumlah pemanfaat
TTG yang mendapat

Penyelenggaraan N ) ) ) 18 o
Gelar Inovasi TTG 505|al_|sas_| dan 18 kelompok | 18 kelompok 18 kelompok kelompok 100%
mengikuti gelar
inovasi TTG
Jumlah pemanfaat
Pelatihan dan TTG yang mendapat i i i 36 o
Penerapan TTG pelatihan dan 36 kelompok | 36 kelompok 36 kelompok kelompok 100%
penerapan TTG
Pemberdayaan Jumlah fasilitasi
Masyarakat dalam pemanfaatan SDA
pemanfaatan SDA dan peningkatan _ ) ) o
dan peningkatan sarana dan 55 Desa 55 Desa 55 Desa 55 Desa 100%
sarana dan pra prasarana pedesaan
sarana desa yang dilaksanakan
Sosialisasi dan
Fasilitasi Jumlah Posyantek 20 20 o 20 o
Pembentukan yang terbentuk 20 lembaga | 20 lembaga lembaga lembaga 100% | 20 lembaga lembaga 100%
Posyantek
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto
dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam
mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong
untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di
Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara
perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun
sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan
perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah
provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan

program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah,
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah.

3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisian, efekitif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021 -

2026, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistimatik dan

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator —

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur
kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai
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keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas
Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah

berdasarkan indicator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.5. (T-C.30) berikut dibawah
ini:
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Tabel 2.5. (T-C. 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016 — 2021

No

Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian

Pro
yeksi

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1)

)

®)

(4)

®)

(6)

()

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17

Catatan
Analisis

Persentase Desa yang
menyelenggarakan
mekanisme
penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
secara tepat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

98 %

98 %

98,7
%

98,3
%

100 %

100 %

Jumlah Desa Tertinggal
berdasarkan Indeks
Desa Membangun

IKK

SDG’s

80

12

Jumlah Desa Mandiri
berdasarkan Indeks
Desa Membangun

IKK

SDG’s

12

15

18

12

12

22

45

Persentase Lembaga
Ekonomi Desa yang
berkembang

25%

50 %

60 %

65 %

70 %

75 %

29 %

57,6
%

62 %

68,1
%

70 %

75 %

Persentase jumlah
kelompok usaha
ekonomi masyarakat di
desal/kel yang aktif

25%

50 %

60 %

65 %

70 %

75 %

35%

47 %

50,4
%

55,8
%

70 %

75 %

Persentase lembaga
kemasyarakatan yang
aktif

90 %

90 %

90 %

92 %

92 %

92 %

91,5
%

92,5
%

94,9
%

95,5
%

92 %

92 %

Indeks Desa
Membangun

0,64

0,665

0,69

0,70

0,71

0,6322

0,6426

0,68

0,6984

0,7114

0,73

Persentase desa yang
melestarikan nilai-nilai
budaya (kearifan lokal)

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

53 %

65,9
%

68,2
%

70 %

75 %
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati

Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok
dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. Pembinaaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat
dan desa;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada
Sasaran Pemda pada RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan
fungsi organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan
Perangkat Daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: “Indeks Desa
Membangun” terealisasi menjadi 0,7453 dari target kinerja sebesar 0,70,
sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 104,97%. Dari nilai
rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di
Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Organisasi :

a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan
yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
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b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.

c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

d. Perubahan paradigma Pemerintah (Goverment) menjadi Tata Pemerintahan
(Governance).

e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari
pembangunan ke pemberdayaan.

f. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan
pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum
mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;

2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam
pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan
masyarakat desa.

3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program
pemberdayaan masyarakat desa;

4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran
besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya
harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu
pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata
pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
desa sesuai dengan ketentuan.

5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat
Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih
banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari
pembinaan yang dilakukan.

6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja
perangkat desa yang mal-administrasi.

7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk

program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai
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periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan
pembinaan lebih lanjut.
Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan
SDM di tingkat desa
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu
strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas
pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika

birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang
terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap
rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal,

yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara
keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.
Faktor Kekuatan Organisasi :

1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung
pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa,;

2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung
penanggulangan kemiskinan;

3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).
b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada
pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara
langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun

dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor
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strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi

dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan

masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.
Faktor Peluang Organisasi :

a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan
penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang
berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta
pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.

b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan
suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan
berdaya saing;

d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;

e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan llmu Pengetahuan dan

Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung
pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam
membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi
kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas
program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan
kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan
program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat
Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD
Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Selengkapnya sebagaimana pada tabel 2.6. berikut :
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Perangkat Daerah

Tabel 2.6. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISA KEBUTUHAN

CATAT
N AN
0. KEZFTA(?'?ARI\'JA/I\Q{JB LOKA INDIKATOR TARGET INgﬁiL'JrlF PROGRAM/ KEGIATAN | LOKAS INDIKATOR TARG IzENBSJ;::IJ: PEETI
KEGIATAN Sl KINERJA (Rp.) /SUB KEGIATAN I KINERJA ET (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Penunjang o . -
Urusan Pemerintahan | <20 | Nilai SAKIP 6,772,348, | Frogram Penunjang e, | NG SN 84,26 | 5,699,017,
| Mojok | Perangkat 84,26 (A) Urusan Pemerintahan Mojoke | Perangkat
Daerah 756 (A) 000
erto Daerah Daerah Kabupaten/Kota rto Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Inovasi
yang
Kab. terinternalisasi
Mojoke | dan 2 jenis
rto tersosialisasi Inovasi
serta
berkelanjutan
Persentase Persentase
Perencanaan el Perencanaan Indikator
Pengan ara’n dan XELD: P Pengan ara’n dan Al TN
ganggaran, Mojok | Perangkat 92% 90,000,000 ganggaran, Mojoke | Perangkat 92% | 15,000,000
Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja
erto Daerah yang rto Daerah yang
Perangkat Daerah ; . Perangkat Daerah : .
tercapai Sesuai tercapai Sesuai
Target Target
Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen
Dokumen Kab. Perencanaan 6 Dokumen Kab. Perencanaan 6
Perencanaan Mojoke 50,000,000 Mojoke Doku 7,500,000
Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat
Perangkat rto rto men
D yang tersusun Perangkat Daerah Daerah
aerah
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Jumlah Laporan

Evaluasi Kinerja Kab. Jumlah Evaluasi Evaluasi Kineria Kab. Evaluasi Kineria 18
Perangkat Mojoke | Perangkat Daerah | 18 laporan | 40,000,000 ! Mojoke ! Lapora 7,500,000
Perangkat Daerah Perangkat
Daerah rto yang tersusun rto n
Daerah
Persentase Persentase
Administrasi Kab. Realisasi Administrasi Kab. Realisasi
Keuangan Mojok | Anggaran 90% 5’737’274586’ Keuangan Perangkat | Mojoke | Anggaran 90% 5’191’001070’
Perangkat Daerah erto Perangkat Daerah rto Perangkat
Daerah Daerah
. . Jumlah waktu . N Jumlah Orang 36
Penyedlgan Gayl K"?‘b- penyediaan gaji 5,697,248, Penyedlaan Gaji K"?‘b- yang Menerima Orang/ | 5,191,017,
dan Tunjangan Mojoke d . 14 bulan dan Tunjangan Mojoke id
ASN o an tunjangan 756 ASN o Gajl_ an 14 000
ASN Tunjangan ASN bulan
Jumlah Jumlah
Penyediaan Penyediaan Penyediaan Dokumen Hasil
L . Kab. L . . . Kab. . 17
Administrasi Moioke Administrasi 17 laporan | 40.000.000 Administrasi Moioke Penyediaan Doku 0
Pelaksanaan I‘{O Pelaksanaan P ! ' Pelaksanaan r{o Administrasi men
Tugas ASN Tugas ASN yang Tugas ASN Pelaksanaan
tercukupi Tugas ASN
Administrasi Kab. ::?r?)?lézionalitas Administrasi Kab. :Dnr%?z:ionalitas
Kepegawaian Mojok 7% 20,000,000 Kepegawaian Mojoke 7% 0
Perangkat Daerah erto ASN Perangkat Perangkat Daerah rto ASN Perangkat
9 Daerah 9 Daerah
Pengadaan Kab Jumlah Pakaian Pengadaan Kab Jumlah Paket
Pakaian Dinas Mo'oke Dinas beserta 36 stel 20.000.000 Pakaian Dinas Mo'oke Pakaian Dinas 36 0
Beserta Atribut ) Perlengkapannya B Beserta Atribut ) beserta Atribut Paket
rto ; rto
Kelengkapannya yang tersedia Kelengkapannya Kelengkapan
Jumlah Orang
Sosialisasi Kab yang Mengikuti
Peraturan - Sosialisasi 36
Mojoke 0
Perundang- Peraturan Orang
rto
Undangan Perundang-
Undangan
Persentase
Persentase :
Penyediaan b PgnyeQ|aan .
Administrasi Umum | K2 | Administrasi 390,100,00 | | Administrasi Umum | K@P- | Administrasi 200,000,00
Mojok 90% Mojoke | Umum 90%
Perangkat Daerah Umum Perangkat 0 Perangkat Daerah 0
erto . rto Perangkat
Daerah Sesuai .
Kebutuhan Daerah Sesuai
Kebutuhan
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Penyediaan Jumiah Penyediaan Jumiah Paket
Peralatan dan Kgb. penyediaan - 125,500,00 Peralatan dan Kgb. Peralatan dan 1
Mojoke | Peralatan dan 5 jenis Mojoke | Perlengkapan 50,000,000
Perlengkapan 0 Perlengkapan Paket
rto Perlengkapan rto Kantor yang
Kantor Kantor C
Kantor Disediakan
Jumlah waktu
. enyediaan Jumlah Paket
Penyediaan Kab. P . Kab. o
L X Makanan dan Penyediaan Bahan - Bahan Logistik 24
Bahan Logistik Mojoke Minuman dalam 12 bulan 51,000,000 Logistik Kantor Mojoke Kantor yang Paket 36,000,000
Kantor rto rto o
Pelaksanaan Disediakan
Kegiatan
. Jumlah Paket
gzrgr?dlgz?akan Kab. nglzgigg?u Penyediaan Kab. Barang Cetakan 4
dan 9 Mojoke Eargn oatakan 12 bulan | 42,000,000 Barang Cetakan Mojoke | dan baket | 30,000,000
rto 9 dan Penggandaan rto Penggandaan
Penggandaan dan Penggandaan S
yang Disediakan
. Jumlah waktu . Jumiah
Penyediaan envediaan Bahan Penyediaan Bahan Dokumen Bahan
Bahan Bacaan Kab. gac);an dan Bacaan dan Kab. Bacaan dan 12
dan Peraturan Mojoke Peraturan 12 bulan 4,600,000 Peraturan Mojoke | Peraturan Doku 4,000,000
Perundang- rto Perundang- rto Perundang- men
Perundang
Undangan Undangan Undangan yang
Undangan Lo
Disediakan
Penvediaan Kab. Jumlah waktu Penvediaan Kab. Jumlah Paket 4
y . Mojoke | penyediaan Alat 12 bulan 42,000,000 y . Mojoke | Bahan/Material 30,000,000
Bahan/Material . Bahan/Material T Paket
rto Tulis Kantor rto yang Disediakan
Jumlah waktu
Penyelenggaraan penyediaan Penyelenggaraan Jumlah Laporan
Rapat Koordinasi | . <@0: | perjalanan dinas 125,000,00 Rapat Koordinasi | . <@0- | Penyelenggaraa |~ 72
: Mojoke | untuk Kelancaran 12 bulan - Mojoke | n Rapat Lapora | 50,000,000
dan Konsultasi 0 dan Konsultasi o
SKPD rto Pelaksanaan_ _ SKPD rto Koordlnas'l dan n
Tugas Koordinasi / Konsultasi SKPD
Rapat rapat
Persentase Persentase
Pengadaan Pengadaan
Pengadaan Barang Barang Milik Pengadaan Barang Barang Milik
Milik Daerah Kab. Daerah Milik Daerah Kab. Daerah
Penunjang Urusan Mojok | Penunjang 100% 40,000,000 Penunjang Urusan Mojoke | Penunjang 100% | 30,000,000
Pemerintahan erto Urusan Pemerintahan rto Urusan
Daerah Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah sesuai Daerah sesuai
kebutuhan kebutuhan
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Pengadaan Kab. Jumlah Paket Kab. Jumlah Paket
9 Mojoke | Mebel yang 2 jenis 40,000,000 Pengadaan Mebel | Mojoke | Mebel yang 3 Unit | 30,000,000
Mebel N N
rto Disediakan rto Disediakan
Persentase Persentase
Penyediaan Jasa Penyediaan
Penyediaan Jasa Kab. | Penunjang Penyediaan Jasa Kab. Jasa Penunjang
Penunjang Urusan Mojok | Urusan 90% 179’500’08 Penunjang Urusan Mojoke | Urusan 90% 168’000’08
Pemerintah Daerah erto Pemerintahan Pemerintah Daerah rto Pemerintahan
Daerah Sesuai Daerah Sesuai
Kebutuhan Kebutuhan
Jumlah Laporan Jumiah Laporan
. ) . Penyediaan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Komunikasi Kgb. Komunikasi Komunikasi Kgb. Jasa oo 12
C Mojoke o 12 bulan 11,500,000 o Mojoke | Komunikasi, Lapora 0
Sumber Daya Air Sumber Daya Air Sumber Daya Air .
o rto s o rto Sumber Daya Air n
dan Listrik dan Listrik yang dan Listrik o
o dan Listrik yang
Disediakan i
Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Kab. Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kab. Penyediaan 12
Pelayanan Umum | Mojoke | Pelayanan Umum 8 orang 168,000,00 Pelayanan Umum Mojoke | Jasa Pelayanan | Lapora | 168,000,00
Kantor rto Kantor yang 0 Kantor rto Umum Kantor n 0
Disediakan yang Disediakan
Jumlah Jumlah
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan
gg;?gﬁ ,F\ﬂ;lrlwtnjang s ggre?gr? il 215,500,00 ||| Bateng MilikeDacranis i ikab: gg:jgﬁ itk
Mojok . 12 bulan e Penunjang Urusan Mojoke . 90% 95,000,000
Urusan Penunjang 0 . Penunjang
. erto Pemerintahan rto
Pemerintahan Urusan Daerah Urusan
Daerah Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Pemeliharaan, Jumlah
Biaya Dinas Operasional Biaya Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Kab. atau Lapangan 150.000.00 Pemeliharaan, Kab. Operasional atau 17
Pajak dan Mojoke | yang Dipelihara 12 bulan e 0 Pajak dan Mojoke | Lapangan yang Uni 75,000,000
. - o L nit
Perizinan rto dan dibayarkan Perizinan rto Dipelihara dan
Kendaraan Dinas Pajak dan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak
Operasional atau Perizinannya Operasional atau dan Perizinannya
Lapangan Lapangan
Pemeliharaan Kab. Jumlah Peralatan Pemeliharaan Kab. Jumlah
Peralatan dan Mojoke dan Mesin 12 bulan 27,500,000 Peralatan dan Mojoke Peralatan dan - 0
Mesin Lainnya rto Mesin Lainnya rto
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Lainnya yang
Dipelihara

Mesin Lainnya
yang Dipelihara

Pemeliharaan/Re

Jumlah Gedung

Jumlah Gedung

habilitasi Gedun Kab Kantor dan Pemeliharaan/Reh Kab Kantor dan
9 .~ | Bangunan 108,000,00 abilitasi Gedung - Bangunan .
Kantor dan Mojoke . 12 bulan d Mojoke . 1 Unit 0
Bangunan o Lainnya yang 0 Kantor dan o Lainnya yang
. Dipelihara/Direhab Bangunan Lainnya Dipelihara/Direha
Lainnya S Ry
ilitasi bilitasi
Pemeliharaan / Jumlah Sarana . Jumlah Sarana
e Pemeliharaan /
Rehabilitasi dan Prasarana Rehabilitasi dan Prasarana
Sarana dan Kab. Gedung Kantor Sarana dan Kab. Gedung Kantor 20
Prasarana Mojoke | atau Bangunan 12 bulan 30,000,000 Mojoke | atau Bangunan . 20,000,000
. Prasarana Gedung . Unit
Gedung Kantor rto Lainnya yang rto Lainnya yang
S - Kantor atau S -
atau Bangunan Dipelihara/Direhab Banaunan Lainnva Dipelihara/Direha
Lainnya ilitasi 9 Y bilitasi
Persentase Persentase
Kab. Penyelenggaraan Kab. Penyelenggaraa
I Program Penataan Mojok | Penataan Desa 20% 300,000,00 | Program Penataan Mojoke | n Penataan 20% 250,000,00
Desa 0 | Desa 0
erto yang rto Desa yang
dilaksanakan dilaksanakan
Cakupan tujuan Cakuplan tujuan
enyelenggaraan penyelenggaraa
Kab. P Kab. n penataan
Penyelenggaraan - penataan desa A 300,000,00 Penyelenggaraan ; _ 250,000,00
Mojok 5 jenis Mojoke | desa yang 5jenis
Penataan desa yang 0 Penataan desa . 0
erto - rto dilaksanakan
dilaksanakan :
sesuai ketentuan sesual
ketentuan
I Jumlah Sarana S
Fasilitasi Sarana Kgb. dan Prasarana o 300,000,00 Fasilitasi Sarana Kgb. Jumlah Sarana . 250,000,00
dan Prasarana Mojoke 4 jenis dan Prasarana Mojoke | dan Prasarana 4 Unit
Desa yang 0 0
Desa rto A Desa rto Desa
terfasilitasi
Persentase
Persentase desa d
esayang
yang
menerapkan b IEMETEEE
Program Peningkatan Ka_b. perencanaan dan 490,000,00 | Program Peningkatan NELD: perencanaan 150,000,00
1 > Mojok 10% > Mojoke | dan 10%
Kerjasama Desa pengelolaan 0 | Kerjasama Desa 0
erto rto pengelolaan
e DM pembangunan
secara
SR secara
partisipatif partisipatif
‘/(a % - /72 - /
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Jumlah Desa

Kab Jumlah Desa Kab yang
Fasilitasi Kerja L yang terfasilitasi 490,000,00 Fasilitasi Kerja sama e terfasilitasi 220 150,000,00
Mojok ; 220 Desa Mojoke .
sama antar Desa dalam kerja sama 0 antar Desa dalam kerja Desa 0
erto rto
Antar Desa sama Antar
Desa
Fasilitasi Kerja Jumiah fasilitasi Fasilitasi Kerja Jumiah
Kab. Kerja sama antar Kab. Dokumen Kerja 4
sama antar Desa Mojoke | Desa dalam 13 Kec 315,000,00 sama antar Desa Mojoke | Sama Antar Doku 100,000,00
dalam 0 dalam 0
Kabupaten/Kota rto Kabupz_iten/Kota Kabupaten/Kota rto Desa dalam men
yang dilaksanakan Kabupaten/Kota
Jumlah fasilitasi Jumlah
Fasilitasi Fasilitasi Dokumen Hasil
Kab. pembentukan dan Kab. L 1
Pembangunan Moioke | pengembangan 1 kawasan | 175,000,00 Pembangunan Moioke Fasilitasi Doku | 50.000 000
Kawasan ) peng 9 perdesaan 0 Kawasan ) Pembangunan e
rto Kawasan rto men
Perdesaan Perdesaan Kawasan
Perdesaan
Perdesaan
Persentase Desa Persentase
yang Desa yang
Kab menyelenggaraka Kab menyelenggara
Program Administrasi - | n mekanisme 10,650,000 | Program Administrasi - | kan mekanisme 7,905,000,
Y " Mojok 91% " Mojoke 91%
Pemerintahan Desa penyelenggaraan ,000 | Pemerintahan Desa penyelenggaraa 000
erto : rto .
Pemerintahan n Pemerintahan
Desa secara Desa secara
tepat tepat
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan 10,650,000 Pengawasan 7.905.000.
Penyelenggaran Penyelenggaran
S ; ,000 L - 000
Administrasi Administrasi
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Persentase
Persentase Desa Desa yang
yang mendapat Pembinaan dan mendapat
Pembinaan dan .
Kab. Pengawasan Pengawasan Kab. Pembinaan dan
Mojok 9 100% Penyelenggaran Mojoke | Pengawasan 100%
Penyelenggaraan = i
erto Admini : Administrasi rto Penyelenggaraa
ministrasi . s ;
. Pemerintahan Desa n Administrasi
Pemerintahan .
Pemerintahan
Desa
Desa
Fasilitasi Kap. | Jumlah Desayang Fasilitasi Kab. | Jumiah 3
; mendapat 200,000,00 - Dokumen
Penyelenggaraan | Mojoke . 150 Desa Penyelenggaraan Mojoke Doku | 50,000,000
L : pembinaan dalam 0 L : Penyelenggaraa
Administrasi rto Administrasi rto . - men
Penyelenggaraan n Administrasi
‘/(a % - /72 - /
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Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Pemerintahan
Desa Pemerintahan Desa Desa
Desa
L Jumlah Desa yang S Jumlah
Fasilitasi Kab. terfasilitasi dalam Fasilitasi Kab. Dokumen Hasil 50
Penyusunan . 175,000,00 Penyusunan :
Mojoke | penyusunan 150 Desa Mojoke | Penyusunan Doku | 50,000,000
Produk Hukum 0 Produk Hukum
Desa rto produk hukum Desa rto Produk Hukum men
desa Desa
A Jumlah desa yang S Jumlah
Fasilitasi terfasilitasi dalam Fasilitasi Dokumen Hasil
Penyusunan Kab. Penyusunan Kab. 340
- Penyusunan 350,000,00 - Penyusunan 150,000,00
Perencanaan Mojoke 299 Desa Perencanaan Mojoke Doku
Perencanaan 0 Perencanaan 0
Pembangunan rto Pembangunan rto men
Desa Pembangunan Desa Pembangunan
Desa Desa
I Jumlah Fasilitasi S Jumlah
Fasilitasi Kab. | bongelolaan 800,000,00 Fasilitasi Kab. | b0 imen 299 | 150 000,00
Pengelolaan Mojoke 299 Desa Pengelolaan Mojoke Doku
Keuangan Desa 0 Pengelolaan 0
Keuangan Desa rto - Keuangan Desa rto men
yang dilaksanakan Keuangan Desa
. Jumlah aparatur Jumlah Aparatur
Pembinaan pemerintah desa . .
Peningkatan Kab yang Pembinaan Kab Pemerintah Desa
Kapasitas Mojoke | mendapatkan 299 Desa 300,000,00 Peningkatan Mojoke yang Mengikuti 340 50,000,000
. 0 Kapasitas Aparatur Pembinaan Orang
Aparatur rto pembinaan dan . rto .
. . Pemerintah Desa Peningkatan
Pemerintah Desa peningkatan .
K ! Kapasitas
apasitas
Fasilitasi Jumlah desa yang Fasilitasi Jumlah Laporan
Pengangkatan Kab. terfasilitasi dalam 125.000.00 Penganakatan dan Kab. Pengangkatan 12
dan Mojoke | pengangkatan dan | 100 Desa i gangkate Mojoke | dan Lapora | 25,000,000
. ; 0 Pemberhentian .
Pemberhentian rto pemberhentian Peranakat Desa rto Pemberhentian n
Perangkat Desa Perangkat Desa 9 Perangkat Desa
Fasilitasi Kab. Jumlah Data Profil Fasilitasi Kab. Jumlah 18
Penyusunan Mojoke | desal/kel yang 304 250,000,00 Penyusunan Profil Mojoke | Dokumen Profil Doku 100,000,00
) desal/kel 0 0
Profil Desa rto terupdate Desa rto Desa men
e Jumlah desa yang . Jumlah
Fasilitasi Kab. e Fasilitasi Kab. . 90
Pengelolaan Aset | Mojoke terfasilitasi dalam 299 Desa 300,000,00 Pengelolaan Aset Mojoke Dokumen Hasil Doku | 50,000,000
pengelolaan 0 Pengelolaan
Desa rto Desa rto men
asetnya Aset Desa
Pembinaan Kab Jumlah BPD yang Pembinaan Kab Jumlah Anggota
Penlngkatan Mojoke mendapatkan 150 BPD 250,000,00 Penlngkatan Mojoke BPD yang 144 30,000,000
Kapasitas o pelatihan dalam 0 Kapasitas o Mengikuti Orang
Anggota BPD bidang Anggota BPD Pembinaan
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pemerintahan

Peningkatan

desa Kapasitas
Pelaksanaan Jumiah
Penugasan Jumiah Kepala Pelaksanaan Dokumen
Desa dan Penugasan
Urusan/Kewenan Kab Perangkat Desa Penugasan Kab Urusan/Kewenan 12
gan AD- gkat Lesa 6,800,000, Urusan/Kewenang . 6,800,000,
Mojoke | yang terfasilitasi 299 Desa Mojoke | gan Doku
Kabupaten/Kota 000 an Kabupaten/Kota 000
rto dalam pelayanan . rto Kabupaten/Kota men
yang Kesehatan yang dilaksanakan an
dilaksanakan oleh . oleh Desa yang
D (Asuransi BPJS) Dilaksanakan
esa
oleh Desa
Jumlah Fasilitasi Jumlah
Fasilitasi Evaluasi Evaluasi Fasilitasi Evaluasi Dokumen Hasil
Perkembangan Kab. Perkembangan Perkembangan Kab. Evaluasi 304
Desa serta Mojoke | Desa serta Lomba 304 650,000,00 Desa serta Lomba | Mojoke | Perkembangan Doku 350,000,00
desal/kel 0 0
Lomba Desa dan rto Desa dan Desa dan rto Desa serta men
Kelurahan Kelurahan yang Kelurahan Lomba Desa dan
dilaksanakan Kelurahan
Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan Persentase
Pengawasan Kab. BUMDesa Pengawasan Kab. BUMDesa
Penyelenggaran Mojok | dengan kategori 36% Penyelenggaran Mojoke | dengan kategori 36%
Administrasi erto maju dan Administrasi rto maju dan
Pemerintahan Desa berkembang Pemerintahan Desa berkembang
Jumlah
Jumiah Dokumen Hasil
Pembinaan dan Pembinaan dan Pembinaan dan .
Pemberdayaan Pemberdayaan Pemberdayaan Pembinaan dan 100
BUMDesa dan BUMDesa dan 85 desa | *°0,000,00 BUMDesa dan Pemberdayaan Dokuy | 100:000,00
) . 0 . BUM Desa dan 0
Lembaga Kerja Lembaga Kerja Lembaga Kerja - men
Lembaga Kerja
sama antar Desa sama antar Desa sama antar Desa
yang dilaksanakan Sama antar
Desa
Program Program
Pemberdayaan Pemberdayaan
Lemozge. 4,320,000, | Lembaga 1,190,000,
V | Kemasyarakatan, 000 Kemasyarakatan, 000
Lembaga Adat, Dan Lembaga Adat, Dan
Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum
Adat Adat
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Program Persentase Program Persentase
Pemberdayaan Pemberdayaan lembaga
Lembaga Kab [ EilEERE Lembaga Kab kemasyarakata
. | kemasyarakatan 3,225,000, o 960,000,00
Kemasyarakatan, Mojok 86% Kemasyarakatan, Mojoke | n 86%
desal/kelurahan 000 0
Lembaga Adat, Dan erto Lembaga Adat, Dan rto desa/kelurahan
dan lembaga adat
Masyarakat Hukum ang aktif Masyarakat Hukum dan lembaga
Adat yang Adat adat yang aktif
Pemberdayaan
Lembaga Pemberdayaan
Kemasyarakatan Lembaga Persentase
yang Bergerak di Persentase Kemasyarakatan Lembaga
Bidang Lembaga yang Bergerak di Kemasyarakata
Pemberdayaan Kemasyarakatan Bidang n yang
Desa dan Lembaga yang Bergerak di Pemberdayaan Desa Bergerak di
Adat Tingkat Bidang dan Lembaga Adat Bidang
Daerah Kab. Pemberdayaan Tingkat Daerah Kab. Pemberdayaan
Kabupaten/Kota Mojok | Desa dan 75% 3’225’000006 Kabupaten/Kota Mojoke | Desa dan 75% 960’000’08
serta erto Lembaga Adat serta Pemberdayaan rto Lembaga Adat
Pemberdayaan yang terfasilitasi Masyarakat Hukum yang
Masyarakat Hukum dalam Adat yang terfasilitasi
Adat yang peningkatan Masyarakat dalam
Masyarakat kapasitas dan Pelakunya Hukum peningkatan
Pelakunya Hukum diberdayakan Adat yang Sama kapasitas dan
Adat yang Sama dalam Daerah diberdayakan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Fasilitasi
Jumlah
Penataan, Penataan, .
Dokumen Hasil
Pemberdayaan Pemberdayaan
Jumlah Lembaga Penataan,
dan dan
Kemasyarakatan Pemberdayaan
Pendayagunaan Pendayagunaan
Desa/Kelurahan dan
Kelembagaan Kelembagaan
serta Lembaga Pendayagunaan
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan Adat Kemasyarakatan Kelembagaan 3
Desa/Kelurahan 272 600,000,00 Lembaga 100,000,00
Desa/Kelurahan ang terfasilitasi lembaga 0 Desa/Kelurahan Kemasyarakatan Doku 0
(RT, RW, PKK, yang 9 (RT, RW, PKK, y men
dalam Penataan, Desa/Kelurahan
Posyandu, LPM, Pemberd Posyandu, LPM, RT RW. PKK
dan Karang emberdayaan dan Karang (RT, ! '
dan Posyandu, LPM,
Taruna), Taruna), Lembaga
Pendayagunaan dan Karang
Lembaga Adat Adat
Kelembagaan Taruna),
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan
Lembaga Adat
dan Masyarakat dan Masyarakat Desa/Kelurahan
Hukum Adat Hukum Adat
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dan Masyarakat

Hukum Adat
Peningkatan Peningkatan Jumlah
K 4 4 Lembaga
apasitas Kapasitas K
emasyarakatan
Kelembagaan Kelembagaan
Desa/Kelurahan
Lembaga Jumlah Lembaga Lembaga
(RT, RW, PKK,
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Posyandu, LPM,
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan dan Karan 479
(RT, RW, PKK, yang mendapat 479 1,000,000, (RT, RW, PKK, 9 350,000,00
. Taruna), Lemba
Posyandu, LPM, pembinaan lembaga 000 Posyandu, LPM, 0
. Lembaga Adat ga
dan Karang peningkatan dan Karang
" Desa/Kelurahan
Taruna), kapasitas Taruna), Lembaga
dan Masyarakat
Lembaga Adat kelembagaan Adat Hukum Adat
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan an
dan Masyarakat dan Masyarakat )IlDitir?gkatkan
Hukum Adat Hukum Adat Kapasitasnya
Jumlah desa/kel
I . Jumlah Laporan
Fasilitasi Bulan yang Fasilitasi Bulan . o
Bhakti Gotong Kab. | melaksanakan 304 325,000,00 Bhakti Gotong Kab. - Hasil Fasilitasi 18 1 150,000,00
Mojoke | kegiatan Bulan desa/kelur Mojoke | Bulan Bhakti Lapora
Royong Bhakti G h 0 Royong G R 0
Masyarakat rto akti Gotong ahan Masyarakat rto otong Royong n
Royong Masyarakat
Masyarakat
Fasilitasi Tim ‘;lgr?lahe;kaKK Fasilitasi Tim Jumlah
Penggerak PKK 99 S Penggerak PKK Dokumen Hasil
yang terfasilitasi o
dalam dalam Fasilitasi Tim
Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Penggerak PKK 8
Penyelenggaraan 323 1,300,000, 360,000,00
Gerakan Gerakan dalam Doku
Gerakan lembaga 000 0
Pemberdayaan Pemberdayaan Penyelenggaraa men
Pemberdayaan
Masyarakat dan Masvarakat dan Masyarakat dan n Gerakan
Kesejahteraan K y Kesejahteraan Pemberdayaan
esejahteraan
Keluarga Keluarga Masyarakat dan
Keluarga
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Kesejahteraan

Keluarga
Program Program
Pemberdayaan Persentase Pemberdayaan Persentase
Lembaga Kab. Lembaga Kab.
. Lembaga 1,095,000, . Lembaga 230,000,00
Kemasyarakatan, Mojok - 74% Kemasyarakatan, Mojoke ; 74%
Ekonomi Desa 000 Ekonomi Desa 0
Lembaga Adat, Dan erto ana Aktif Lembaga Adat, Dan rto ana Aktif
Masyarakat Hukum yang Masyarakat Hukum yang
Adat Adat
Pemberdayaan
Lembaga Pemberdayaan
Kemasyarakatan Lembaga
yang Bergerak di Kemasyarakatan
Bidang yang Bergerak di
Pemberdayaan Persentase Bidang Persentase
Desa dan Lembaga Lembaga Pemberdayaan Desa Lembaga
Adat Tingkat Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kemasyarakata
Daerah Kab. | yang bergerak Tingkat Daerah Kab. n yang bergerak
Kabupaten/Kota Mojok | dibidang 70% L (OE 02 Kabupaten/Kota Mojoke | dibidang 70% 20
000 0
serta erto pemberdayaan serta Pemberdayaan rto pemberdayaan
Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Hukum ekonomi
Masyarakat Hukum produktif dan Adat yang produktif dan
Adat yang diberdayakan Masyarakat diberdayakan
Masyarakat Pelakunya Hukum
Pelakunya Hukum Adat yang Sama
Adat yang Sama dalam Daerah
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah
Fasilitasi Fasilitasi Dokumen Hasil
Pengembangan Jumlah fasilitasi Pengembangan Fasilitasi
Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi Pengembangan
Pengembangan .
Masyarakat dan Kab. . Masyarakat dan Kab. Usaha Ekonomi 3
; . Usaha Ekonomi 100 475,000,00 . - 150,000,00
Pemerintah Desa | Mojoke Pemerintah Desa Mojoke | Masyarakat dan Doku
Masyarakat dan lembaga 0 . 0
dalam rto . dalam rto Pemerintah Desa men
. Pemerintah Desa .
Meningkatkan ang dilaksanakan Meningkatkan dalam
Pendapatan Asli yang Pendapatan Asli Meningkatkan
Desa Desa Pendapatan Asli
Desa
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Jumlah fasilitasi

Jumlah Laporan

Fasilitasi . Fasilitasi . e
. Pemerintah Desa . Hasil Fasilitasi
Pemerintah Desa Pemerintah Desa .
Kab. dalam Kab. Pemerintah Desa 3
dalam : 100 620,000,00 dalam ;
Mojoke | Pemanfaatan Mojoke | dalam Lapora | 80,000,000
Pemanfaatan . lembaga 0 Pemanfaatan
- rto Teknologi Tepat : rto Pemanfaatan n
Teknologi Tepat G Teknologi Tepat Teknoloai T
Guna una yang Guna eknologi Tepat
dilaksanakan Guna
22,532,348 15,194,017
JUMLAH , 756 ,000
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan
kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk
mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan
berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen
dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian
usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan
jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang
direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta
Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit
menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan
program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat
(komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan
Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat
Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto
untuk tahun 2023 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana table 2.7. berikut :
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Tabel 2.7. (T-C. 32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

No Program/Kegiatan Lokasi Permasalahan Besaran/ Volume Catatan
(1) ) 3) | @ (5) (6)
Dusn Gedeg weran, | (KA ANS | (GRS | e
1 | Pembinaan RT/RW Desa Gedeg, Kec. untuk p 9 : masyarakat, usulan
Gedeg, Kab. Mojokerto RT/RW Anggaran: bisa diakomodir
' ' Rp. 50.000.000,- '
Perlunya pemahaman
yang mendalam kepada Koefisien :
Pembinaan Badan Dusun Gedeg Wetan, Anggota BPD mengenai L Aspirasi
. 1 Kegiatan
2 | Permusyawaratan Desa | Desa Gedeg, Kec. Tupoksi, wewenang dan Angaaran - masyarakat, usulan
(BPD) Gedeg, Kab. Mojokerto hak untuk menciptakan 99 . bisa diakomodir.
. Rp. 50.000.000,-
Pemerintahan Desa yang
kondusif
Dusun Gedeg Wetan, Tidak adanya alokasi 1K ?(?S;::[gr; Aspirasi
3 | Pembinaan LPM Desa Gedeg, Kec. dana untuk pembinaan Angg%ran , masyarakat, usulan
Gedeg, Kab. Mojokerto LPM Rp. 75.000.000,- bisa diakomodir.
Koefisien : ASDirasi
Pelatihan Manajemen Desa Brayung, Kec. Puri, | Minimnya pengetahuan 1 Kegiatan P
4 : , masyarakat, usulan
BUMDesa Kab. Mojokerto tentang BUMdesa Anggaran : bisa diakomodir
Rp. 100.000.000,- '
Pelatihan Keterampilan Pelatihan UMKM Koefisien : Aspirasi
b Kelurahan Mojosari, Kec. | (Banyaknya pedagang 1 Kegiatan P
5 | Pemberdayaan Moi i Kab. Moiok kaki lima di wilavah A _ masyarakat, usulan
Masyarakat ojosari, Kab. Mojokerto | kaki lima di wilayar nggaran : bisa diakomodir
kelurahan Mojosari) Rp. 50.000.000,- '
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6 | Pemberdayaan
Masyarakat

Pelatihan Keterampilan

Ds. Sumbertanggul, Kec.
Mojosari, Kab. Mojokerto

Pembentukan Kelompok
Masyarakat Maju
Bersama

Koefisien : 1
Kegiatan Anggaran
: Rp. 50.000.000,-

Pokir Dewan, usulan
bisa diakomodir

7 | Usaha Ekonomi
Masyarakat

Pelatihan Keterampilan

Desa Gebangsari,

Kecamatan Jatirejo, Kab.

Mojokerto

Permohonan bantuan
Pelatihan Keterampilan
Tata boga dan Bantuan
Peralatan

Koefisien : 1
Kegiatan Anggaran
: Rp. 50.000.000,-

Pokir Dewan, usulan
bisa diakomodir
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TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan
pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga
dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah.
Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaa, keuangan, kepegawaian
serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain
sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-
undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitasi Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola
Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata
Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa
adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan
lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki
banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan
dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa
yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa
dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan
tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani
masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan
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UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan
Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk
mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana
dimaksud.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak
Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun
2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa
sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur
pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan
penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur
pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat
Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum.
Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif
melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar
efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah,
Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini
menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren
terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, sehingga dapat
dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini
bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi

maupun di tingkat Daerah.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada ekonomi nasional dan pada
pelaksanaan RPJMN di 2021. Sebab ada pengalihan pembangunan ekonomi
sehingga penting mempertimbangkan Corona dalam menyusun kerangka
ekonomi makro. Pandemi berdampak besar kepada pembangunan nasional,
berpengaruh terhadap sasaran RPJMN 2020-2025, koreksi sasaran ekonomi

turun cukup tajam di tahun 2021 dan berpengaruh di tahun 2022.
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Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) tahun 2023, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023 :

“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang

Inklusif dan berkelanjutan”

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1.

2.

3.

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;

Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;

. Mendorong pemulihan dunia usaha;
. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan

iklim);

. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan

sanitasi; dan

. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional diselaraskan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima)

arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras
yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
didukung dengan kerjasama industri dan talenta global,

Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk
menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah
akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan

pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
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4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan
lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan
menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan
SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai
tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2023 yang
sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-1, yaitu “Pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis,
produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung
dengan kerjasama industri dan talenta global”, dengan arah kebijakan yang
kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan RKPD
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, adalah :

TEMA PEMBANGUNAN RKPD Tahun 2023 :

“Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif
Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan
Kualitas SDM ”

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2023, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mendukung secara tidak langsung Prioritas
Pembangunan Nasional maupun Kabupaten Mojokerto. Adapun Program Prioritas
Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Mojokerto,
Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa,
Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan
Masyarakat Hukum Adat.
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Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Mojokerto mengacu pada Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan
Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RKP dan RKPD Tahun 2023 adalah:

1.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa
serta keswadayaan masyarakat desa.

Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan
akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis
Teknologi Informasi

Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta
peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi
masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan
teknologi tepat guna.

Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya

pemerintahan yang baik dan terpercaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A.

Tujuan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1)

2)

3)

Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
sampai tahun terakhir renstra ;

Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;

Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi
organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok
organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi

tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya

menetapkan tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi

tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah,
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam
mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun
mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Misi 2 : ” Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi

Kerakyatan.” maka ditetapkan tujuan DPMD Kabupaten Mojokerto :

” Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat “

Dengan indikator tujuan : “ Angka Indeks Desa Membangun “

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada
dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus
utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam
strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi
kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time
bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus
disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau
penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya
pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur

keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai
dengan akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian

sebagaimana tabel 3.1 berikut :
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Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023

Tabel 3.1.

INDIKATOR
No TUJUAN SASARAN TUJUAN/SASARAN TARGET
1) 2) 3) (4) (5)
1 Meningkatkan pembangunan Angka Indeks Desa
masyarakat desa dengan Membangun 0,769
semangat gotong royong untuk _
menumbuh kembangkan Meningkatnya status
kepercayaan masyarakat dan perkembangan desa melalui Persentase Desa Mandiri
menstimulasi kreatifitas serta pelaksanaan perencanaan berdasarkan Indeks Desa 19 %
, _ pembangunan secara Membangun
inovasi masyarakat berlandaskan partisipatif, peningkatan usaha
etika budaya dan kearifan lokal ekonomi
masyarakat dan kapasitas
lembaga kemasyarakatan yang
memadai
Terwujudnya tata kelola birokrasi | Nilai Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah yang (RB) Perangkat Daerah 71
berintegritas, akuntabel, bersih
dan transparan
Rencana Kerja DPMD

Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
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3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan
mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2023. Renja DPMD merupakan
pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA DPMD)
Tahun 2023.

Di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang telah disusun dan dibahas dalam Forum
Organisasi Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto memuat 5 program, 10 kegiatan
dan 44 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto
pada 1 (satu) tahun ke depan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
15,194,017,000,- berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2023 (RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023). Untuk itu
seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka
menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten
Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap
sesuai kemampuan anggaran. Berdasarkan prioritas pembangunan yang
didasarkan pada pencapaian pembangunan sampai dengan 2026 dan prediksi
pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan, maka Renja DPMD pada tahun
2023 ini akan diarahkan untuk kegiatan yang menunjang :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, kerjasama dengan Badan/Dinas lain
di seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka
mencapai tertib pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan,
penganggaran sampai dengan pelaksanaan;

2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas
lain di bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina
Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan pengelola di
DPMD bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina

Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
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4. Peningkatan pelaksanaan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi
pembangunan serta penyampaian laporan seluruh kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa kepada Kepala Daerah.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Sasaran Program : Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah.
Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah
sesuai kebutuhan.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
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- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi
Baik
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa
Sasaran Program : Terselenggaranya Program Penataan Desa yang
dilaksanakan sesuai kebutuhuan desa
Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan
Penyelenggaraan Penataan desa.
Sasaran Kegiatan : Terwujudnya tujuan penyelenggaraan penataan desa
yang dilaksanakan sesuai ketentuan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
Sasaran Program : Meningkatnya kerja sama antar desa
Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja
sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa
Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
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- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan desa
dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas
Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi
Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya

pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasiitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

- Fasiitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama
antar Desa

- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang
dilaksanakan oleh Desa

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan

Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat,
Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :
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1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga
Adat desa dalam pembangunan desa.

2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga
Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi
produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan
Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan
kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini
juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi
Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian
masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi
masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam
rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan
pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di

Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah

Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

1) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Kapasitas
SDM Pemberdayaan Masyarakat.

2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga
Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi
produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
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- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah

Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

- Fasilitasi Pemerintahaan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna
Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat
Daerah Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.2.
berikut :
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Tabel 3.2. (T-C. 33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

PRAKIRAAN MAJU
URUSAN / BIDANG INDIKATOR RENCANA TAHUN 2023 CATATA | RENCANA TAHUN 2024
No URUSAN PEMERINTAH KINERJA SUMBE N
KODE DAERAH DAN PROGRAM/ PROGRAM / KEBUTUHAN R PENTTIN TARGET | KEBUTUHA
KEGIATAN/SUB KEGIATAN / SUB LOKASI | TARGET DANA / PAGU DANA G CAPAIA N
KEGIATAN KEGIATAN INDIKATIE N DANA/PAG
KINERJA | U INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN PEMERINTAHAN
2 WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
1 URUSAN PEMERINTAHAN
2 3 BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
Program Penunjang et Kab.
I {2110 Urusan Pemerintahan NI S92 Mojoker | 84,26 (A) 5,699,017,000 | APBD II s () || TS
3|1 Perangkat Daerah 2
Daerah Kabupaten/Kota to
Jumlah Inovasi
yang
terinternalisasi K_ab. 2 jenis 2 jenis
dan tersosialisasi MOthOker Inovasi Inovasi
serta
berkelanjutan
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Perencanaan HEEIAE
110120 Pengan ara'n dan Indikator Program Kab.
2 . gangga ! Perangkat Daerah Mojoker 92% 15,000,000 | APBD I 93% 90,000,000
3|1 1 Evaluasi Kinerja .
yang tercapai to
Perangkat Daerah .
Sesuai Target
11020l 0 [P)(e;%l%sg:an Jumlah dokumen Kab. 6 6
2 . Perencanaan Mojokert 7,500,000 | APBD I 50,000,000
3|1 1 1 Perencanaan Dokumen Dokumen
Perangkat Daerah o]
Perangkat Daerah
S Jumlah Laporan Kab.
2| 102070 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Mojokert 18 7,500,000 | APBD I 18 40,000,000
3|1 1 7 Perangkat Daerah Laporan Laporan
Perangkat Daerah o]
Persentase Kab
> 1] 0] 20 Administrasi Keuangan | Realisasi Mojoker 90% 5.191,017,000 | APBD Il 90% 6,311,973,63
3|1 2 Perangkat Daerah Anggaran 2
to
Perangkat Daerah
. . Jumlah Orang yang Kab. 36 36
2 é 2 zéo (1’ $SE>;?'Z‘|;‘“A§§” dan | \ienerima  Gaji Mojokert | Orang/ 5,191,017,000 | APBD Il Orang/ 6'266’973’62
1ang dan Tunjangan ASN o] 14 bulan 14 bulan
Penyediaan Jumlah Dokumen
a . Hasil Penyediaan Kab.
2| 1] 0200 Administrasi Administrasi Mojokert | 17 o|APBDII 17 45,000,000
3|1 2 2 Pelaksanaan Tugas Dokumen Dokumen
ASN Pelaksanaan Tugas o]
ASN
. . Indeks
Administrasi . . Kab.
2| 1920 Kepegawaian Profesionalitas Mojoker |  77% o|APBDII 78% 25,000,000
3|1 5 ASN Perangkat
Perangkat Daerah to
Daerah
110l20l0 Pengadaan Pakaian %ZT{!\?:nplgilﬁgs Kab.
2 311 5 5 Dinas Beserta Atribut beserta Atribut Mojokert | 36 Paket 0| APBD II 40 Paket 25,000,000
Kelengkapannya o]
Kelengkapan
Jumlah Orang yang
Mengikuti Kab
110|201 Sosialisasi Peraturan | Sosialisasi -
2 3|1 5 0 Perundang-Undangan | Peraturan Molco)kert 36 Orang 0| APBDII i 0
Perundang-
Undangan
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Persentase
Penyediaan Kab
2| 21020 GRS P Administrasi Mojoker |  90% 200,000,000 | APBD Il 90% | 438,500,000
3|1 6 Perangkat Daerah Umum Perangkat to
Daerah Sesuai
Kebutuhan
Jumlah Paket
11012010 Penyediaan Peralatan | Peralatan dan Kab.
2 311 6 > dan Perlengkapan Perlengkapan Mojokert 1 Paket 50,000,000 | APBD Il 1 Paket 150,000,000
Kantor Kantor yang 0
Disediakan
Jumlah Paket Kab
110|200 Penyediaan Bahan Bahan Logistik -
2 311 6 |a Logistik Kantor Kantor yang Mo;gkert 24 Paket 36,000,000 | APBD II 24 Paket 56,100,000
Disediakan
. Jumlah Paket
Penyediaan Barang Kab.
2| 1102070 Cetakan dan Barang Cetakan Mojokert | 4 Paket 30,000,000 | APBD i 4Paket | 46,200,000
311 6 |5 dan Penggandaan
Penggandaan 29 o]
yang Disediakan
Jumlah Dokumen
1]0|201|0 Penyediaan Bahan ggqu;tﬂrgﬁcaan e Kab. 12 12
2 i Bacaan dan Peraturan Mojokert 4,000,000 | APBD I 5,000,000
3|1 6 |6 Perundang- Dokumen Dokumen
Perundang-Undangan o]
Undangan yang
Disediakan
110l20l0 Penvediaan Jumlah Paket Kab.
2 : y . Bahan/Material Mojokert | 4 Paket 30,000,000 | APBD II 4 Paket 46,200,000
3|1 6 7 Bahan/Material S
yang Disediakan 0
Jumlah Laporan
110l20l0 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kab. 72 72
2 311 6 9 Rapat Koordinasi dan | Rapat Koordinasi Mojokert Laporan 50,000,000 | APBD Il Laporan 135,000,000
Konsultasi SKPD dan Konsultasi 0 P P
SKPD
Persentase
Pengadaan
Pengadaan Barang Barang Milik Kab
2| 11020 WIS DEETE [PERVMIEN | [DEErEh FEmMEDg | voiepey | d@mss 30,000,000 | APBD Il 100% 45,000,000
3|1 7 Urusan Pemerintahan Urusan
. to
Daerah Pemerintahan
Daerah sesuai
kebutuhan
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11012010 Jumlah Paket Kab.
2 31 7 |5 Pengadaan Mebel M_ebel_ yang Mojokert 3 Unit 30,000,000 | APBD Il 3 Unit 45,000,000
Disediakan 0
Persentase
10|20 Eenyediaanase Eggﬁi?;ﬁznujriss; XELD:
2 i Penunjang Urusan : Mojoker 90% 168,000,000 | APBD II 90%
3|1 8 . Pemerintahan 204,650,000
Pemerintah Daerah . to
Daerah Sesuai
Kebutuhan
Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa
2| 2102070 Egnmyfrﬂ:?;sri] ?lfriber Komunikasi, Mgiﬁért 12 0| APBD I 12
3|1 8 |2 T Sumber Daya Air ) Laporan Laporan | 12,650,000
Daya Air dan Listrik - o]
dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan
110l20l0 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Kab. 12 12
2 i Pelayanan Umum Pelayanan Umum Mojokert APBD Il
3|1 8 | 4 Kantor Kantor yang o Laporan | 168,000,000 Laporan | 192,000,000
Disediakan
Pemeliharaan Barang Persentase Kab
g = | Y 2Y e e Mojoker |  90% 95,000,000 | APBD I 90% | 298,000,000
3|1 9 Urusan Pemerintahan Daerah Dalam to
Daerah Kondisi Baik
Penye_dlaan J""S? Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya ; .
. . Dinas Operasional
10| 20 Pemellh_araan, Pajak atau Lapangan K_ab. . .
2 i dan Perizinan R Mojokert 17 Unit 75,000,000 | APBD Il 17 Unit
3|1 9 . yang Dipelihara dan 160,000,000
Kendaraan Dinas - . 0
; dibayarkan Pajak
Operasional atau .
dan Perizinannya
Lapangan
110l 20 Pemeliharaan Jumlah Peralatan Kab.
2 311 9 Peralatan dan Mesin dan Mesin Lainnya | Mojokert - 0| APBD II - i
Lainnya yang Dipelihara 0
Pemeliharaan/Rehabil | Jumlah Gedung Kab
10|20 itasi Gedung Kantor Kantor dan . . .
2 3|1 9 dan Bangunan Bangunan Lainnya Molgkert 1 Unit 0| APBDII 1 Unit 105,000,000
Lainnya yang
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Dipelihara/Direhabili
tasi
Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabil | Prasarana Gedung
110120 1 itasi Sarana dan Kantor atau Kab.
2 i Prasarana Gedung Bangunan Mojokert 20 Unit 20,000,000 | APBD Il 20 Unit
311 9 0 . 33,000,000
Kantor atau Bangunan | Lainnya yang 0
Lainnya Dipelihara/Direhabili
tasi
Persentase
n 2|19 Program Penataan Desa | Fenyelenggaraan Mg'agl)(.er 20% 250,000,000 | APBD Il 20% 350,000,000
3|2 9 Penataan Desa Jto 0 ' ! 0 ! '
yang dilaksanakan
Cakupan tujuan
1|0/ 20 Penyelenggaraan penataan desa XELD.
2 . ) Mojoker 5 Jenis 250,000,000 | APBD II 5 Jenis 350,000,000
3|2 1 Penataan desa yang dilaksanakan to
sesuai ketentuan
L Kab.
2| 11020710 Fasilitasi Sarana dan | Jumlah Saranadan |\, voiert | 4 Unit 250,000,000 | APBD II 4 Unit | 350,000,000
3] 2 1 6 Prasarana Desa Prasarana Desa o
1|0 Program Peningkatan R o RELD,
> . ) 0 0
In | 2 3|3 Kerjasama Desa Peningkatan Kerja Mojoker 10% 150,000,000 | APBD II 10% 550,000,000
sama Desa to
Jumlah Desa yang Kab
10|20 Fasilitasi Kerja sama terfasilitasi dalam o
2 3|3 1 antar Desa kerja sama Antar MOthker 220 Desa 150,000,000 | APBD II 220 Desa 550,000,000
Desa
L . Jumlah Dokumen
Fasilitasi Kerja sama : Kab.
2 1102070 antar Desa dalam Kerja Sama Antar Mojokert 4 100,000,000 | APBD II 4
3|3 1 2 Desa dalam Dokumen Dokumen | 350,000,000
Kabupaten/Kota o]
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
11020l 0 Fasilitasi Hasil Fasilitasi Kab. 1 1
2 . Pembangunan Pembangunan Mojokert 50,000,000 | APBD Il
3|3 1 3 Kawasan Perdesaan Kawasan o Dokumen Dokumen | 200,000,000
Perdesaan
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Persentase Desa
yang
- . menyelenggaraka Kab.
v 2|10 e n mekanisme Mojoker |  91% 7,905,000,000 | APBD Il o196 | 11:525,0000
3|4 Pemerintahan Desa 00
penyelenggaraan to
Pemerintahan
Desa secara tepat
Pembinaan dan
11020 Pengawasan
2 . Penyelenggaran 7,905,000,000 | APBD II 11,525,000,0
3|4 1 L X
Administrasi 00
Pemerintahan Desa
Persentase Desa
yang mendapat
Pembinaan dan Kab
p| L] B 2L HAU IS Mojoker |  100% 100%
3| 4 1 Penyelenggaraan
S - to
Administrasi
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi Jumlah Dokumen Kab
1]10] 20 Penyelenggaraan Penyelenggaraan L 3 3
21341 Administrasi Administrasi MOIOKeTt | pokumen 50,000,000 | APBD |l Dokumen | 300,000,000
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen Kab
10|20 Fasilitasi Penyusunan | Hasil Penyusunan . 50 100
21341 Produk Hukum Desa | Produk Hukum Molokert | pokumen 50,000,000 | APBD I Dokumen | 200,000,000
Desa
Jumlah Dokumen
1101 20 Fasilitasi Penyusunan | Hasil Penyusunan Kab. 340 304
2 Perencanaan Perencanaan Mojokert 150,000,000 | APBD I
3|4 1 Dokumen Dokumen | 350,000,000
Pembangunan Desa Pembangunan o]
Desa
I Jumlah Dokumen Kab.
10|20 Fasilitasi Pengelolaan ) 299 299
2 314 1 Keuangan Desa Pengelolaan Mojokert Dokumen 150,000,000 | APBD Ii Dokumen | 850,000,000
Keuangan Desa 0
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Jumlah Aparatur
Pembinaan Pemerintah Desa Kab
110|200 Peningkatan yang Mengikuti - 340 340
2 3|4 1 5 Kapasitas Aparatur Pembinaan Molgkert Orang 50,000,000 | APBD i Orang 300,000,000
Pemerintah Desa Peningkatan
Kapasitas
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Hasil
Pemilihan, Penyelenggaraan Kab. .
2 110 12070 Pengangkatan dan Pemilihan, Mojokert - APBD I Pilkades 12
3|4 1 9 : - serentak Laporan 200,000,000
Pemberhentian Pengangkatan dan o]
Kepala Desa Pemberhentian
Kepala Desa
Fasilitasi Jumlah Laporan Kab
110|201 Pengangkatan dan Pengangkatan dan - 12 12
2 314 1 0 Pemberhentian Pemberhentian Molgkert Laporan 25,000,000 | APBD I Laporan | 150,000,000
Perangkat Desa Perangkat Desa
I Kab.
1]0|20 |1 Fasilitasi Penyusunan | Jumlah Dokumen . 18 18
2 314 1 1 Profil Desa Profil Desa Molgkert Dokumen 100,000,000 | APBD Ii Dokumen | 300,000,000
I Jumlah Dokumen Kab.
110|201 Fasilitasi Pengelolaan . . 90 299
2 3| a 1 3 Aset Desa Hasil Pengelolaan Mojokert Dokumen 50,000,000 | APBD I Dokumen | 350,000,000
Aset Desa o
Jumlah Anggota
Pembinaan BPD yang Kab
110|201 Peningkatan Mengikuti . 144 299
2 314 1 4 Kapasitas Anggota Pembinaan Molgkert Orang 30,000,000 | APBD Il Orang 300,000,000
BPD Peningkatan
Kapasitas
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penugasan Penugasan Kab
110|201 Urusan/Kewenangan Urusan/Kewenanga o 12 12
2 3|4 1 7 Kabupaten/Kota yang | n Kabupaten/Kota Mo;gkert Dokumen 6,800,000,000 | APBD Il Dokumen (7)‘000’000’00
dilaksanakan oleh yang Dilaksanakan
Desa oleh Desa
Fasilitasi Evaluasi Jumlah Dokumen Kab
110|201 Perkembangan Desa | Hasil Evaluasi - 304 304
2 3|4 1 8 serta Lomba Desa Perkembangan Molgkert Dokumen 350,000,000 | APBD II Dokumen | 700,000,000
dan Kelurahan Desa serta Lomba
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Desa dan

Kelurahan
Persentase Kab
10|20 BUMDesa dengan T 7 5
2 3|4 1 kategori maju dan L1l ol Eleth e
to
berkembang
. Jumlah Dokumen
Pembinaan dan | .
Pemberdayaan ga&PPerEblr;iaan Kab 100 100
110|20]|0 an Pemberdayaan L
2134 |1 |8 Egr:‘]"bgezaKdear.”a sama | BUM Desa dan Molgke” Dokumen 100,000,000 | APBD Ii Dokumen | 525,000,000
antar D%sa ] Lembaga Kerja
Sama antar Desa
Program Pemberdayaan Kab
v |2 1|0 Lembaga Kemasyarakatan, Mojoker 1,190,000,000 | APBD Ii 4,625,000,00
3|5 Lembaga Adat, Dan to 0
Masyarakat Hukum Adat
Persentase
Program Pemberdayaan lembaga Kab
1|0 Lembaga Kemasyarakatan, | kemasyarakatan o 8 5 3,525,000,00
2 3|5 Lembaga Adat, Dan desa/kelurahan MOJt(())kel’ elet <IEN B0 | AR e 0
Masyarakat Hukum Adat dan lembaga adat
yang aktif
E:mggriayaan Persentase
9 Lembaga
Kemasyarakatan yang
i Kemasyarakatan
Bergerak di Bidang ana Beraerak di
Pemberdayaan Desa yang 9
Bidang
EELT LEaERE Aol Pemberdayaan Kab
2 é g 2i0 ;‘;‘t?:a;t'zi/eg?a serta | Desadan Mojoker 75% 960,000,000 | APBD I 75% 3'525'000’08
P Lembaga Adat to
Pemberdayaan fasilitasi
Masyarakat Hukum yang terfasilitasi
dalam
Adat yang Masyarakat eninakatan
Pelakunya Hukum Adat p Y
yang Sama dalam Ié_ag)asdltas l((ian
Daerah Kabupaten/Kota iberdayakan
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Jumlah Dokumen
e Hasil Penataan,
Fasilitasi Penataan,
Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan
Pendayagunaan
Pendayagunaan
Kelembagaan
Kelembagaan b
Lembaga Lembaga
Kemasyarakatan
2| 110120 EZ?:/?SL?:%?(RT Desa/Kelurahan Mc}?'zﬁért 3 100,000,000 | APBD i 3
31|15 1 ' (RT, RW, PKK, ! Dokumen ' ! Dokumen | 700,000,000
RW, PKK, Posyandu, 0
Posyandu, LPM,
LPM, dan Karang
dan Karang
Taruna), Lembaga Taruna), Lembaga
Adat Desa/Kelurahan ! 9
Adat
dan Masyarakat a/Kelurah
Hukum Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Peningkatan Jumlah Lembaga
4 Kemasyarakatan
Kapasitas
Kelembagaan Desa/Kelurahan
Lembaga (RT, RW, PKK,
9 Posyandu, LPM,
Kemasyarakatan dan Karang Kab
2| 1] 020 Desa/Kelurahan (RT, | ..,y " embaga | Mojokert 479 350,000,000 | APBD i 500 1,100,000,00
31|15 1 RW, PKK, Posyandu, Adat o Lembaga Lembaga 0
LPM, dan Karang
Desa/Kelurahan
Taruna), Lembaga
dan Masyarakat
Adat Desa/Kelurahan
Hukum Adat yang
dan Masyarakat tinakatk
Hukum Adat Diting atkan
Kapasitasnya
Jumlah Laporan
1101 20 Fasilitasi Bulan Bhakti | Hasil Fasilitasi Kab. 18 18
2 . Gotong Royong Bulan Bhakti Mojokert 150,000,000 | APBD II
3 5 1 Laporan Laporan 325,000,000
Masyarakat Gotong Royong 0
Masyarakat
Rencana Hevia DI MD

96




Fasilitasi Tim Jumlah Dokumen
Hasil Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
Penggerak PKK
dalam
10|20 Penyelenggaraan gzlr?rglen araan Kab. 8 8
2 ' Gerakan yelengg Mojokert 360,000,000 | APBD I 1,400,000,00
3|5 1 Pemberdavaan Gerakan o Dokumen Dokumen 0
y Pemberdayaan
Masyarakat dan
. Masyarakat dan
Kesejahteraan .
Kesejahteraan
Keluarga
Keluarga
Program Pemberdayaan
Persentase Kab.
2|10 Lembaga Kemasyarakatan, | | oja0a Ekonomi | Mojoker 74% 230,000,000 | APBD I 76% LAbu e
3|5 Lembaga Adat, Dan Desa vang Aktif to 0
Masyarakat Hukum Adat yang
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Bergerak di Bidang Persentase
Pemberdayaan Desa Lembaga
dan Lembaga Adat Kemasyarakatan Kab
> 10|20 Tingkat Daerah yang Bergerak di Mojoker 70% 230,000,000 | APBD I 70% 1,100,000,00
3|5 1 Kabupaten/Kota serta Bidang 0
to
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Ekonomi Produktif
Adat yang Masyarakat dan diberdayakan
Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen
I Hasil Fasilitasi
Fasilitasi
Pengembangan
Pengembangan ha Ek .
Usaha Ekonomi k)/lsa a Ekopgml Kab 3 3
1]10] 20 asyarakat dan L
2 31|15 1 Masya_rakat dan Pemerintah Desa Mojokert Dokumen 150,000,000 | APBD i Dokumen | 500,000,000
Pemerintah Desa 0
. dalam
dalam Meningkatkan .
Pendapatan Asli Desa Meningkatkan
P Pendapatan Asli
Desa
Rencana Hevia DI MD

Haliupaten Majofierts Tatiun 2023

97




Fasilitasi Pemerintah

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi

. Kab.
1]10|20]|0 Desa dalam Pemerintah Desa . 3 4
2 3|5 1 6 Pemanfaatan dalam Pemanfaatan Mo;gkert Laporan 80,000,000 | APBD Il Laporan | 600,000,000
Teknologi Tepat Guna | Teknologi Tepat
Guna
JUMLAH 15,194,017,000 24’463’123?:2
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian
Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas
perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian
sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.
Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat
pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-

benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna
dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan
penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target
kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk
mengukur Kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah

ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,

2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,

3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program
pembangunan daerah,

4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran
2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN yang
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 diuraikan

sebagaimana dalam tabel 4.1. berikut:
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TABEL 4.1

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023
SESUAI RANCANGAN RENJA 2023

KODE SKPD
NAMA SKPD

1 2.13

. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE

PROGRAM/
KEGIATAN/SUB
KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

OUTPUT SUB
KEGIATAN

OUTPUT
KEGIATAN

OUTCOME
PROGRAM

TARG
ET

LOKAS

APBD KAB
(Rp).

APBD
PROV

USULAN
APBN

SKP | Pa

Terk | (Rp
ait )

DIT
R | B/
p. | DA
K

— X

3

6

7

8

10

11

12 13

1|1

4|5 |1

URUSAN
PEMERINTAHAN
WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN
DENGAN
PELAYANAN
DASAR

w P

URUSAN
PEMERINTAHAN
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
DAN DESA

w P
= O

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

5,699,017,00
0
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Nilai SAKIP Kab.
Perangkat 8?A2)6 Mojoke
Daerah rto
Jumlah
Inovasi yang
terinternalis o Kab.
asi dan 2Jenis | voioke
tersosialisas Inovasi rto
i serta
berkelanjuta
n
Persentase
Indikator
Perencanaan P
11020 Penganggara’n dan el Kgb.
2 : IS EE e Daerah 92% Mojoke 15,000,000 0
3|1 1 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang e
tercapai
Sesuai
Target
Penyusunan Jumlah
110l20lo0 Dokumen dokumen 6 Kab.
2 3 1 1 1 Perencanaan Perencanaan Doku Mojoker 7,500,000 0
Perangkat Perangkat men to
Daerah Daerah
Rincian :
Penyusunan
Renja, P- Renja, 7,500,000
Dok. ARG
o Jumlah Laporan
110200 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 18 K?b‘
2 301 1 7 Perangkat Perangkat Lapora | Mojoker 7,500,000 0
Daerah n to
Daerah
Rincian :
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Penyusunan
Laporan Evaluasi
Renja (Triwulan),
LKJIP, LKPJ,
LPPD, SAKIP,
RB

7,500,000

w P
=
N

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase
Realisasi
Anggaran
Perangkat
Daerah

90%

Kab.
Mojoke
rto

5,191,017,00
0

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

Jumlah orang
yang Menerima
Gaji dan
Tunjangan ASN

36
Orang/

bulan

Kab.
Mojoker
to

5,191,017,00
0

Rincian :

Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

2,702,073,00
0

Tambahan
Penghasilan ASN

2,377,344,00
0

Tambahan
Penghasilan
berdasarkan
pertimbangan
obyektif lainnya
ASN

111,600,000

Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

Jumlah
Dokumen Hasil
Penyediaan
Administrasi
Pelaksanaan
Tugas ASN

17
Doku
men

Kab.
Mojoker
to

Rincian :

Penyusunan
DPA, P-DPA,
Calk, Neraca,
LRA, Laporan
pengelolaan
keuangan
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Perangkat
Daerah
Indeks
110120 Administrasi Profesional Kab.
2 3|1 5 Kepegawaian itas ASN 7% Mojoke 0 0
Perangkat Daerah Perangkat rto
Daerah
Pengadaan Jumlah Paket Kab
> 1/0(201]0 Pakaian Dinas Pakaian Dinas 36 Mo'oker 0 0
3|1 5 12 Beserta Atribut beserta Atribut Paket {0
Kelengkapannya Kelengkapan
Rincian :
Pengadaan
Pakaian Dinas
Pegawai Beserta 0
Atribut
Kelengkapannya
Jumlah Orang
Sosialisasi yang Mengikuti Kab
5 1/10]20]|1 Peraturan Sosialisasi 36 Mo'oker 0 0
3|1 510 Perundang- Peraturan orang {0
Undangan Perundang-
Undangan
Rincian :
Sosialisasi
Peraturan 0
Perundang-
Undangan
Persentase
Penyediaan
Administra 6 Kab
1|0]|20 Administrasi Umum si Umum .
2 3|1 6 Perangkat Daerah Perangkat DA e el AVYLLLENE Y
Daerah men rto
Sesuai
Kebutuhan
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20 |0

w
= O

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor

Jumlah Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan

Paket

Kab.
Mojoker
to

50,000,000

Rincian :

Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor (Printer,
Lap Top, PC, AC,
Filling Kabinet)

50,000,000

Wk
N
o
D

Penyediaan
Bahan Logistik
Kantor

Jumlah Paket
Bahan Logistik
Kantor yang
Disediakan

24
Paket

Kab.
Mojoker
to

36,000,000

Rincian :

Penyediaan
Makanan dan
Minuman Rapat

36,000,000

20 |0

w
= O

Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan

Jumlah Paket
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
yang
Disediakan

Paket

Kab.
Mojoker
to

30,000,000

Rincian :

Penyediaan
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
(Cetak disposisi,
amplop dinas,
map dinas, cetak
kertas NCR
SPPD,
Pembuatan lklan,
Banner, foto

copy)

30,000,000
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Jumlah
Penyediaan Dokumen
110l20l0 Bahan Bacaan Bahan Bacaan 12 Kab.
2 31 6 6 dan Peraturan dan Peraturan Doku | Mojoker 4,000,000 0
Perundang- Perundang- men to
Undangan Undangan yang
Disediakan
Rincian :
?}f:rzrr‘l)bacaa” 4,000,000
Jumlah Paket Kab
1/0(201]0 Penyediaan Bahan/Material 4 o
2 3|1 6 |7 Bahan/Material yang Paket MO{gker 30,000,000 0
Disediakan
Rincian :
Penyediaan Alat
Tulis Kantor 30,000,000
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggara 72 Kab
1/0(]20]|0 Rapat Koordinasi an Rapat o
2 311 6 9 dan Konsultasi Koordinasi dan Lapr)]ora Moigker 50,000,000 0
SKPD Konsultasi
SKPD
Rincian :
Rapat rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke 50,000,000
Luar dan Dalam
Daerah
Persentase
Pengadaan
Pengadaan Barang
Barang Milik Milik
10| 2 Daerah Penunjan Daerah e
2 : Jjang : 90% | Mojok | 30,000,000
3|1 | 07 Urusan Penunjang erto
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerinta
han
Daerah
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sesuai

kebutuhan
1/0]20|0 Pengadaan Jumlah Paket . Kgb.
2 Mebel yang 3 unit | Mojoke
311 7 5 Mebel . .
Disediakan rto
Rincian :
Pengadaan
meja kerja, 30,000,000
kursi kerja,
lemari arsip
Persentase
Penyediaan
Jasa
110120 Penyediaan Jasa Penunjang Kab.
2 31 8 Penunjang Urusan Urusan 90% Mojoke 168,000,000 0
Pemerintah Daerah Pemerintah rto
an Daerah
Sesuai
Kebutuhan
Jumlah
Laporan
. Penyediaan
Penyed_laar_] Jasa Jasa 12 Kab.
110 (20]0 Komunikasi, L .
2 . Komunikasi, Lapora | Mojoker 0 0
311 8 |2 Sumber Daya Air
dan Listrik S_umber I_Day_a n to
Air dan Listrik
yang
Disediakan
Rincian :
Pembayaran jasa
komunikasi / 0
telpun
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Jumlah
Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan 12 Kab.
2 11012070 Pelayanan Umum Jasa Lapora | Mojoker
31| 8 |4 K Y Pelayanan P ) 168,000,000
antor n to
Umum Kantor
yang
Disediakan
Rincian :
Penyediaan
tenaga
Administrasi
Kantor dan 147,000,000
tenaga
pengemudi
Penyediaan Jasa
Kebersihan 21,000,000
Kantor
. Persentase
Pemeliharaan
o Barang
Barang Milik -
10|20 Daerah Penunjan LA KED.
2 : jang Daerah 90% | Mojoke | 95,000,000 0
3|1 9 Urusan
. Dalam rto
Pemerintahan -
Daerah Kopd|3|
Baik
Penyediaan Jasa Jumlah
Pemeliharaan, Kendaraan
Biaya Dinas
1101200 Pemeliharaan, Operasional 17 Kab.
2 ' Pajak dan atau Lapangan . Mojoker 75,000,000 0
311 9 2 . A Unit
Perizinan yang Dipelihara to
Kendaraan Dinas dan dibayarkan
Operasional atau Pajak dan
Lapangan Perizinannya
Rincian :
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Penyediaan Jasa
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasiona
| (PKB & STNK)

15,000,000

Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasiona
I

60,000,000

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya

Jumlah Gedung
Kantor dan
Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direh
abilitasi

1 Unit

Kab.
Mojoker
to

Rincian :

Pemeliharaan/Re
habilitasi
Bangunan
Gedung Kantor

Pemeliharaan /
Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Sarana
dan Prasarana
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/Direh
abilitasi

20
Unit

Kab.
Mojoker
to

20,000,000

Rincian :

Pemeliharaan
Rutin / Berkala
peralatan dan
perlengkapan
kantor
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Persentase
Penyelengga
raan Kab.
1|0 PROGRAM 0 ;
|2 3|2 PENATAAN DESA Penataan 20% Mojoke 250,000,000 0
Desa yang rto
dilaksanaka
n
Cakupan
tujuan
penataan Kab.
2 A P Eler e desa yang 5jenis | Mojoke 250,000,000 0
3|2 1 Penataan desa .
dilaksanaka rto
n sesuai
ketentuan
110l20l0 Fasilitasi Sarana Jumlah Sarana Kab.
2 . dan Prasarana dan Prasarana 4 Unit | Mojoker 250,000,000 0
3|2 1 |6
Desa Desa to
Rincian :
Fasilitasi
Penyelenggaraan
TNI Manunggal
Membangun
Desa (TMMD) 250,000,000
(Program
Prioritas Pemda
/ TMMD Reguler)
1o PROGRAM peningkatan Kab.
"n |2 3|3 PENINGKATAN Ker'agama 10% Mojoke 150,000,000 0
KERJASAMA DESA ! rto
Desa
Jumlah
Desa yang Kab
1,020 Fasilitasi Kerja terfasilitasi 220 .
2 3|3 1 sama antar Desa dalam kerja Desa M?{gke L e g
sama Antar
Desa
e . Jumlah
1/0|20]0 E:rfwlgtﬁtaKrenga Dokumen Kerja 4 Kab.
2 . Sama Antar Doku | Mojoker 100,000,000 0
3|3 1 1 dalam
Kabupaten/Kota Desa dalam men to
Kabupaten/Kota
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Rincian :

Fasilitasi /
Pendampingan
dan Peningkatan
Kapasitas
BUMDesma dan
UPK eks PNPM
Mandiri
Perdesaan

75,000,000

Fasilitasi dan
Pembinaan UPK
PPK Mandiri

25,000,000

w
w
N
w

Fasilitasi
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan

Jumlah
Dokumen Hasil
Fasilitasi
Pembangunan
Kawasan
Perdesaan

Doku
men

Kab.
Mojoker
to

50,000,000

Rincian :

Fasilitasi
pembentukan dan
pengembangan
Kawasan
Perdesaan

50,000,000

w P
IS

PROGRAM
ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
DESA

Persentase
Desa yang
menyelengg
arakan
mekanisme
penyelengga
raan
Pemerintaha
n Desa
secara tepat

91%

Kab.
Mojoke
rto

7,905,000,00
0
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Pembinaan dan
Pengawasan
PenyelenggarAan
Administrasi
Pemerintahan Desa

Persentase
Desa yang
Mendapat
Pembinaan
dan
Pengawasa
n
Penyelengg
araan
Administra
si
Pemerintah
an Desa

100%

Kab.
Mojoke
rto

7,905,000,00
0

w
N
'_\

Fasilitasi
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa

Jumlah
Dokumen
Penyelenggara
an Administrasi
Pemerintahan
Desa

Doku
men

Kab.
Mojoker
to

50,000,000

Rincian :

Fasilitasi
Standard
Pelayanan
Minimal Desa

Monev dan
pendampingan
Penyelenggaraan
Administrasi
Pemerintahan
Desa

50,000,000

Fasilitasi
pembuatan
Website
Pemerintahan
Desa

w
I
H

Fasilitasi
Penyusunan
Produk Hukum
Desa

Jumlah
Dokumen Hasil
Penyusunan
Produk Hukum
Desa

299
Doku
men

Kab.
Mojoker
to

50,000,000

Rincian :
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Pendampingan
Penyusunan
Perdes,
Perkadesa dan
Keputusan
bersama Kades

50,000,000

w R
IN
N
w

Fasilitasi
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Desa

Jumlah
Dokumen Hasil
Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Desa

340
Doku
men

Kab.
Mojoker
to

150,000,000

Rincian :

Fasilitasi
Penyusunan
Dokumen
RKPDesa

100,000,000

Fasilitasi
Penyusunan
Dokumen
RPJMDesa (Bagi
Desa
penyelenggara
Pilkades
serentak 2022
dan PAW Kades)

50,000,000

w P
N
[
IN

Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa

Jumlah
Dokumen
Pengelolaan
Keuangan Desa

299
Doku
men

Kab.
Mojoker
to

150,000,000

Rincian :

Pendampingan
Penyusunan APB
Desa

25,000,000

Fasilitasi/Pendam
pingan Alokasi
Dana Desa
(ADD)

25,000,000

Rencana Hevia DI MD
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Bimtek
Pengelolaan 50,000,000 0
Keuangan Desa
Fasilitasi Bagi
Hasil Pajak dan 25,000,000 0
Retribusi
Jumlah
Pembinaan Aparat_ur
Peningkatan Pemerintah Kab.
2| 11012001 obasitas Desa yang 340 | \iojoker | 50,000,000 0
3|4 1 5 Mengikuti Orang
Aparatur - to
h Pembinaan
Pemerintah Desa .
Peningkatan
Kapasitas
‘ Rincian :
Pembinaan
Aparatur
Pemerintah Desa 50,000,000 0
(Kaur/Kasi/Kadus
)
Fasilitasi Jumlah Laporan
110l20l1 Pengangkatan Pengangkatan 12 Kab.
2 3|24 1 0 dan dan Lapora | Mojoker 25,000,000 0
Pemberhentian Pemberhentian n to
Perangkat Desa Perangkat Desa
Rincian :
Fasilitasi
Pengangkatan
dan 25,000,000 0
Pemberhentian
Perangkat Desa
110l20!1 Fasilitasi Jumlah 18 Kab.
2 . Penyusunan Dokumen Profil Doku Mojoker 100,000,000 0
314 1 1 )
Profil Desa Desa men to
Rincian :
Up dating Profil
desa dan 50,000,000
Kelurahan
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Fasilitasi/Pendam
pingan _pendataan 50,000,000
Potensi Desa
Berdaya
1/0|20|1 Fasilitasi ‘Ig)li)rlr(]llﬁrr:en Hasil 90 Kab.
2 . Pengelolaan Aset Doku | Mojoker 50,000,000 0
3|4 1 3 Pengelolaan
Desa men to
Aset Desa
Rincian :
Fasilitasi
Pengelolaan Aset 50,000,000 0
Desa
Jumlah Anggota
Pembinaan BPD yang Kab
1/0]20]|1 Peningkatan Mengikuti 144 .
2 3|4 1 5 Kapasitas Pembinaan Orang Moigker 30,000,000 0
Anggota BPD Peningkatan
Kapasitas
Rincian :
Pembinaan
Peningkatan
’ 30,000,000 0
Kapasitas
Anggota BPD
Jumlah
Pelaksanaan D
okumen
Penugasan
Urusan/Kewenan Penugasan
1(0]20]1] gan Urusan/kewena 12 Kab. | & 800,000,00
2 ngan Doku | Mojoker 0
3|4 1 7 Kabupaten/Kota 0
Kabupaten/Kota men to
yang yang
dilaksanakan oleh Dilaksanakan
Desa
oleh Desa
Rincian :
Fasilitasi
Pelayanan
kesehatan bagi 6,800,000,00 0
Kepala Desa dan 0
Perangkat desa
(Asuransi BPJS)
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Fasilitasi Evaluasi
Perkembangan
Desa serta
Lomba Desa dan
Kelurahan

Jumlah
Dokumen Hasil
Evaluasi
Perkembangan
Desa serta
Lomba Desa
dan Kelurahan

304
Doku
men

Kab.
Mojoker
to

350,000,000

Rincian :

Evaluasi Tingkat
Perkembangan
Desa/Kelurahan

50,000,000

Fasilitasi
Pemutakhiran
Status
Perkembangan
Desa
berdasarkan
Indeks Desa
Membangun

50,000,000

Pendampingan
dan Pembinaan
Lomba Desa

150,000,000

Pendampingan
electronic Human
development
Worker (eHDW)
bagi Kader
Pembangunan
Manusia (KPM)

100,000,000

w P
IS
=

Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaran
Administrasi
Pemerintahan Desa

Persentase
BUMDesa
dengan
kategori
maju dan
berkemban

g

35%

Kab.
Mojoke
rto
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Pembinaan dan
Pemberdayaan
BUMDesa dan
Lembaga Kerja
sama antar Desa

Jumlah
Dokumen Hasil
Pembinaan dan
Pemberdayaan
BUM Desa dan
Lembaga Kerja
Sama antar
Desa

100
Doku
men

Kab.
Mojoker
to

100,000,000

Rincian :

Pendampingan
dan Fasilitasi
Pengembangan
BUMDesa

100,000,000

Pelatihan
Ketrampilan
Manajemen
BUMDesa

Fasilitasi
pendaftaran
Badan Hukum
BUMDesa di
Kemenkum HAM
melalui
Kemendesa
sesuai PP no 11
Tahun 2021

w
ol

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATA
N, LEMBAGA ADAT
DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT

1,190,000,00
0

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATA
N, LEMBAGA ADAT
DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT

Persentase
lembaga
kemasyarak
atan
desa/kelurah
an dan
lembaga

86%

Kab.
Mojoke
rto

960,000,000
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adat yang
aktif
Pemberdayaan
Lembaga Persentase
Kemasyarakatan :Zembaga
yang Bergerak di emasyara
Bidang katan yang
Pemberdayaan ggollrgerak di
Desa dan Lembaga PI atf:g g
Adat Tingkat a:rrngrsaay
9 1101l 20 Daerah aan K{:\b.
. oy areniicote Lemba 75% | Mojoke | 960,000,000 0
ga
el Adat yan rto
Pemberdayaan ; )_'I_ g
Masyarakat Hukum Eierl asilitasi
Adat yang alam
Masyarakat penlngk_ata
Pelakunya Hukum 3 kapasitas
Adat yang Sama d?:an davak
dalam Daerah iberdaya
Kabupaten/Kota an
Jumlah
Fasilitasi Dokumen Hasil
Penataan Penataan,
Pemberde;yaan Pemberdayaan
d dan
o Pendayagunaa
Pendayagunaan yag
Kelembagaan n Kelembagaan
Lembaga Lembaga
110l20lo0 Kemasyarakatan lfemasyarakata 3 Kab.
2 : .
305 1 |2 Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan Doku | Mojoker | 100,000,000 0
(R, RW, PrE (RT, RW, PKK men to
Posyandu, LPM, b ' dl '
dan Karang Lgiﬂyag u,
Taruna), K , dan
Lembaga Adat Tarang
Desa/Kelurahan Laruga), Adat
dan Masyarakat embaga Ada
Hukum Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
Rincian :
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Fasilitasi
Penataan,
Pemberdayaan
dan
Pendayagunaan
Lembaga adat
desa

25,000,000

Fasilitasi
Penataan,
Pemberdayaan
dan
Pendayagunaan
Pokja Posyandu

25,000,000

Fasilitasi
Penataan,
Pemberdayaan
dan
Pendayagunaan
LPM

50,000,000

Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM,
dan Karang
Taruna),
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat

Jumlah
Lembaga
Kemasyarakata
n
Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK,
Posyandu,
LPM, dan
Karang
Taruna),
Lembaga Adat
Desa/Kelurahan
dan Masyarakat
Hukum Adat
yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya

500
Lemba

ga

Kab.
Mojoker
to

350,000,000

Rincian :

Pelatihan Kader
Pemberdayaan
Masyarakat

50,000,000
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Peningkatan
Kapasitas TP-
PKK Kabupaten
Mojokerto

200,000,000

Pelatihan
Pengelolaan
Program
Penyuluhan
Lapangan PKK
(LP3PKK)

50,000,000

Pelatihan peran
RT/RW dalam
Pemberdayaan
Masyarakat

50,000,000

w -
1
=

Fasilitasi Bulan
Bhakti Gotong
Royong
Masyarakat

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi
Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat

18
Lapora

Kab.
Mojoker
to

150,000,000

Rincian :

Lomba Pelaksana
Gotong Royong
Terbaik Tingkat
Kabupaten dan
Provinsi

50,000,000

Pencanangan
Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat

50,000,000

Fasilitasi
Kegiatan BBGRM
Tingkat Provinsi

50,000,000

Wk
ol
=
o

Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
dalam
Penyelenggaraan
Gerakan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah
Dokumen Hasil
Fasilitasi Tim
Penggerak PKK
dalam
Penyelenggara
an Gerakan
Pemberdayaan
Masyarakat dan

Doku
men

Kab.
Mojoker
to

360,000,000
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Kesejahteraan
Keluarga

Rincian :

Pembinaan
Administrasi dan
Kesekretariatan
PKK

50,000,000

Perlombaan PKK
Bidang umum

150,000,000

Raker Tim
Penggerak PKK
Kabupaten
Mojokerto

15,000,000

Publikasi
Program PKK

25,000,000

Peringatan Hari
Kesatuan Gerak
PKK

50,000,000

Pembinaan PKK
Bidang
Pengamalan
Pancasila dan
Gotong Royong

25,000,000

Pembinaan PKK
Bidang
Pendidikan
Ketrampilan dan
Koperasi

25,000,000

Pembinaan PKK
Bidang Pangan,
Sandang,
Perumahan dan
Tata laksana

20,000,000

w -
(&)

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATA
N, LEMBAGA ADAT
DAN

Persentase
Lembaga
Ekonomi
Desa yang
Aktif

74%

Kab.
Mojoke
rto

230,000,000
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MASYARAKAT
HUKUM ADAT

w
(&)
I

Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
yang Bergerak di
Bidang
Pemberdayaan
Desa dan Lembaga
Adat Tingkat
Daerah
Kabupaten/Kota
serta
Pemberdayaan
Masyarakat Hukum
Adat yang
Masyarakat
Pelakunya Hukum
Adat yang Sama
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase
Lembaga
Kemasyara
katan yang
Bergerak di
Bidang
Pemberday
aan
Ekonomi
Produktif
dan
diberdayak
an

75%

Kab.
Mojoker
to

230,000,000

Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
Pemerintah Desa
dalam
Meningkatkan
Pendapatan Asli
Desa

Jumlah
Dokumen Hasil
Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat dan
Pemerintah
Desa dalam
Meningkatkan
Pendapatan
Asli Desa

Doku
men

150,000,000

Rincian :

Pembinaan dan
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat

50,000,000

Pelatihan usaha
ekonomi
masyarakat
(Pokir Dewan)

50,000,000
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Pembinaan Pasar
Desa

50,000,000

w P
o
-
o

Fasilitasi
Pemerintah Desa
dalam
Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna

Jumlah Laporan
Hasil Fasilitasi
Pemerintah
Desa dalam
Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna

3
Lapora
n

Kab.
Mojoker
to

80,000,000

Rincian :

Penyelenggaraan
Gelar Inovasi
TTG Tingkat
Kabupaten dan
Tingkat Prov.
Jatim

60,000,000

Pelatihan dan
Penerapan TTG

Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
pemanfaatan
sumber daya
desa (Pamsimas)

20,000,000

Pembinaan dan
Fasilitasi
Pembentukan
Posyantek

JUMLAH TOTAL

15,194,017,0
00
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BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan
kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan
kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini
harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan
akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan
program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan
sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan
antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan
program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah
antar pelaku pembangunan dibawah lingkup DPMD, agar program/kegiatan
menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan
referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional
berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah adalah
Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
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menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan
partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran
program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum
musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa,
Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten

ditingkat Kabupaten.

6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Sebagaimana amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

sebagai berikut:

a. Di dalam Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023
memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus dilakukan
pemetaan/mapping menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

b. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mojokerto Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas
pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD
Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari
APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen
perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJMD
Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPIJMD Kabupaten
Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut:
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama

mempunyai tanggung jawab untuk:
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a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas
dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan
dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun
2023.

6.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berdoman
pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah, agar proses
pembanguanan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan
maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Mojokerto, Agustus 2022

/M/ rKEPALA DINA&’PEMBERDAYAAN MASYARA DAN DESA
i | A s
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